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P U T U S A N  

NOMOR 53/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

yang mengadili  perkara-perkara tindak pidana korupsi  pada tingkat  banding,

telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap :  Ir. FREDERIK TONY TANDUK, MBA.;

Tempat/Tgl. Lahir :  Makasar 23 Februari 1954;

Jenis Kelamin :  Laki-laki;

Kewarganegaraan :  Indonesia;

Tempat tinggal :  Perum Intan Lestari E/60 Rt.02 Rw.22, Kelurahan 

                                 Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Jakarta 

                                 Timur;

Agama :  Kristen;

Pekerjaan : Pensiunan PNS / Ketua AIPGI;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat

Perintah /Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri  Jakarta  Selatan,  sejak tanggal  2

Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;

2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal  22

Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

3. Penyidik  diperpanjang  Ketua  Pengadilan  Tindak  Pidana

Korupsi yang pertama sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal

30 Januari 2023;

4. Penyidik  diperpanjang  Ketua  Pengadilan  Tindak  Pidana

Korupsi yang kedua sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal

28 Februari 2023;

5. Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Jakrta  Selatan,  sejak

tanggal 1 Maret 2023, sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

6. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Jakarta yang pertama sejak tanggal 21 Maret 2023, sampai

dengan tanggal 19 April 2023;
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7. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Jakarta yang kedua sejak tanggal 20 April  2023, sampai

dengan tanggal 19 Mei 2023;

8. Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13

Juni 2023;

9. Hakim  diperpanjang  oleh  Ketua  Pengadilan  Tindak  Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Juni 2023,

sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

10. Hakim  diperpanjang  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, sejak

tanggal 13 Agustus 2023, sampai dengan tanggal 11 September 2023;

11. Hakim  diperpanjang  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Tindak

Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  yang  kedua,  sejak

tanggal 12 September 2023, sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

12. Penahanan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Tindak  Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Oktober 2023

sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;

13. Penahanan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Tindak  Pidana

Korupsi  pada Pengadilan Tinggi  DKI Jakarta  sejak  tanggal  8  Nopember

2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthen Pongrekun, S.H.,

Andrew Dase Siampa,  S.H.,  M.H.,  dan Arens Agassi  Rantesalu,  S.H.,  Para

Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Noble House Lt.10

Zone 6.B Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E.42 No.2 Mega Kuningan

Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober

2023;

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi pada  Pengadilan  Tinggi  DKI

Jakarta :       

Telah membaca:
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- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor   53/PID.TPK/

2023/PT  DKI  tanggal  22  Nopember 2023  tentang  Penunjukan  Majelis

Hakim;

- Surat  Penunjukan  Panitera  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor

53/PID.TPK/ 2023/PT DKI  tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti;

- Berkas perkara yang bersangkutan;

Surat  dakwaan  Penuntut  Umum  dimana  Terdakwa  didakwa  dengan

dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Perbuatan  Terdakwa diatur  dan  diancam pidana dalam Pasal  2  Ayat  (1)  jo

Pasal  18  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan

Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan

Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana

SUBSIDIAIR  : 

Perbuatan  Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  Pasal  3 jo  Pasal  18

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

(1) ke- 1 KUH Pidana.

ATAU KEDUA

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
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31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

(1) Ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAIR : 

Perbuatan  Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

(1) Ke- 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-  1

KUHP;

Menimbang,  bahwa tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh  Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan  Terdakwa  Frederik  Tony  Tanduk,  telah  terbukti  bersalah

melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)

Ke- 1 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair);

2. Menghukum  Terdakwa  Frederik  Tony  Tanduk dengan  pidana  penjara

selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

sementara  dengan  perintah  agar  Terdakwa  tetap  ditahan  di Rutan dan

pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan
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ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana

kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti  Nomor urut 1  yaitu :  Sisa atau bekas bahan baku garam

industri atau garam import berupa kristal bening yang ditemukan pada

saat penggeledahan di gudang garam milik Sdr. Irawan di alamat Dusun

2 Blok Kandawaru Rt.08 Rw.04 Desa Waru duwur Kecamatan Mundu

Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat;

Sampai dengan

- Barang bukti Nomor urut 100 angka 8 yaitu : 1 (satu) rangkap foto copy

dokumen Berita  Acara Penyesuaian Stok Opname 2020 Unit  Gudang

Pergaraman  Kupang  Nomor  10/B.P/GUD.BB-KUPANG/DPBB/V/2021

tanggal 27 Mei 2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoni

4. Menetapkan agar Terdakwa Frederik Tony Tanduk membayar biaya perkara

sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat   tanggal  4 Oktober 2023   Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/

PN.Jkt.Pst  yang amarnya berbunyi sebagai  berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir Frederik Tony Tanduk, MBA., tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana “korupsi  secara

bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair; 

2. Membebaskan  Terdakwa  Ir.  Frederik  Tony  Tanduk,  MBA.,  dari  dakwaan

kesatu primair tersebut; 

3. Menyatakan Terdakwa Ir. Frederik Tony Tanduk, MBA.,  terbukti secara sah

dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  secara

bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair; 

4. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa dengan  pidana  penjara  selama 3

(tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  akan  diganti

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
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5. Menetapkan  masa  penahanan  yang  dijalani  oleh  Terdakwa  dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

No Barang Bukti

1 Sisa atau bekas bahan baku garam industri atau garam import berupa
kristal  bening  yang  ditemukan  pada  saat  penggeledahan  di  gudang
garam milik sdr. Irawan di alamat Dusun 2 Blok Kandawaru RT 08 RW
04 Desa  Waruduwur  Kecamatan  Mundu Kabupaten  Cirebon  Propinsi
Jawa Barat

2 1 (satu) buah handphone merek oppo A53 model CPH2127 warna biru
IMEI  (slot  sim1)  867919051504135,  IMEI  (slot  SIM  2)
867919051504127,  IMEI  SV  81,  Nomor  Seri  7255a233  dengan  no
handphone 081947071222

3 1. Garam Industri yang masih terdapat digudang PD. Sumur Sari dari
PT. Sumatraco Langgeng Makmur dengan total
9.260 zak (@ 50kg);

2. Garam Industri yang berasal dari PT. Sumatraco Langgeng Makmur
yang  telah  diganti  kemasan  Karya  Mandiri,  ukuran  50kg,  garam
konsumsi beriodium yang di produksi PD. SUMUR SARI sebanyak 35
zak.

4 1. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen perusahaan PD. SUMUR SARI
yang terdiri dari Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan
nama  perusahaan  PD.  Sumur  Sari,  SIUP  Nomor:  0156/10-
17/PK/V/2018,  Surat  Keterangan  Domisili  Perusahaan  No.
535/23/Des/IX/2019,  NPWP no  27.066.266.1-421.001  atas  Nama
Yulius Lukmana, NIB 9120004471466, Tanda Daftar Industri Nomor:
536/H.3/032- TDI/BPMPPT, Izin Usaha dari Lembaga pengelola dan
Penyelenggara OSS dan Izin Lokasi;

2. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Jalan garam industri kode barang
MR 10 dari supplier PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 27
Agustus 2022;

3. 1 (satu) buah map warna hijau bernomor 22 yang berisi dokumen
Kartu stok bahan baku garam ayak impor tahun 2019;

4. 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan Inter x folder yang berisi
dokumen Kartu Hutang tahun 2019;

5. 1 (satu) buah map warna hijau berisi dokumen purchase order PT
Cemara Abadi textile, PT Javafood Aneka Industri;

6. 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi Manufacture Analysis PD Sumur
Sari dan PT unichem Chandi Indonesia;

7. 1  (satu)  rangkap  dokumen  fotokopi  sertifikat  produk  pengunaan
tanda SNI nomor 090/W/III/2015 PD. Sumur Sari Bandung, tanggal
6 maret 2015;

8. 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi daftar pesanan customer garam
bulan November 2018 s/d bulan Februari 2019;

9. 1 (satu)  rangkap dokumen print  out  rekapitulasi  penjualan garam
industri PD. Sumur Sari, kepada customer tahun 2019;
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10. 1 (satu)  rangkap dokumen print  out  rekapitulasi  penjualan garam
industri PD. Sumur Sari, kepada customer tahun 2020;

11. 1 (satu)  rangkap dokumen print  out  rekapitulasi  penjualan garam
industri PD. Sumur Sari, kepada customer tahun 2021;

12. 1 (satu) buah buku register CV. PAA berisi pencatatan pembelian
divisi kerupuk PD. Sumur Sari;

13. 1 (satu) buah buku register berisi pencatatan pembelian Garam PD.
Sumur Sari dari para supplier sejak tanggal 02 Januari 2015 s/d 20
September 2022;

14. 1 (satu) rangkap asli Faktur penjualan PD. Sumur Sari tanggal 31
Agustus 2022 nama barang Garam Krosok A, sebanyak 1000 kg
jumlah Rp.2.400.000,- kepada Dago Asri (P);

15. 1 (satu) rangkap asli Faktur penjualan PD. Sumur Sari tanggal 01
Agustus 2022 nama barang Garam Krosok A, sebanyak 2.000 kg
jumlah Rp.4.500.000,- kepada PT Mepro Farm;

16. 1 (satu) rangkap asli Bukti Setoran bank BCA kepada nama pemilik
rekening  PT  Sumatraco  Langgeng  Makmur  no  rekening
010.235.7777 nama penyetor Hermanto sebesar Rp.850.000.000,-
tanggal 27-6-2022;

17. 1 (satu) rangkap asli bukti transfer Panin Bank kepada PT unichem
candi Indonesia no rekening 0180849777 sebesar Rp.49.500.000,-;

18. 1 (satu) rangkap asli bukti transfer Panin Bank kepada PT unichem
candi Indonesia no rekening 0180849777 sebesar Rp 99.000.000,-;

19. 1  (satu)  lembar  print  out  dokumen  rekapitulasi  penjualan  garam
krosok A perusahaan PD Sumur Sari kepada para customer tanggal
1/07/2022 s/d 14/09/2022;

20. 1  (satu)  rangkap  dokumen  fotokopi  surat  PD  Sumur  Sari No.
0002/III/SSB/2017 perihal permintaan garam tanggal 17 maret 2017
kepada PT Unichem;

21. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Jalan SJL/2208/000287 tanggal 25
Agustus  2022  dari  PT Sumatraco  Langgeng  Makmur  kepada  PT
Sumber  Mitra coli  640,  kode  barang  SPO,  nama barang  Garam
Australia berat kirim 32.000 kg berat terima 31.718 kg;

22. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Jalan SJL/2208/000320 tanggal 27
Agustus  2022  dari  PT  Sumatraco  Langgeng  Abadi  kepada  CV
Sumber Mitra coli  740,  kode  barang  SPO,  nama  barang  SPO-
Garam Super berat kirim 37.000 kg berat terima;

23. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Jalan garam industri kode barang
MR 10  dari  supplier  PT Sumatraco  Langgeng  Abadi  kepada  CV
Sumber Mitra tanggal 23 Agustus 2022 coli 640 berat kirim 32.000
kg berat terima 32.000 kg;

24. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Jalan garam industri kode barang
MR 10 dari  supplier  PT Sumatraco Langgeng  Abadi  Kepada  CV
Sumber mitra tanggal 02 September 2022 coli 100 berat kirim 3.000
kg berat terima;

25. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Jalan garam industri kode barang
1010205001 dari supplier PT Sumatraco Langgeng Abadi Kepada
CV  Sumber  mitra  tanggal  14  Juni  2022,  coli  705  sak50  Nama
Barang SPO-Garam Super berat kirim
35.000 kg berat terima;

26. 26)  1  (satu)  rangkap  dokumen  Surat  Jalan  garam  industri  kode
barang 1010205002 dari  supplier  PT Sumatraco Langgeng Abadi
Kepada  CV Sumber  mitra  tanggal  09 Juni  2022,  coli  700  sak50
Nama Barang SPO-Garam Super berat kirim
35.000 kg berat terima 34.930 kg;
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27. 27)  1  (satu)  rangkap  asli  surat  perjanjian  jual  beli  garam nomor
001/SLM/SPJBG/XI/2020  tanggal  25  November  2020  antara  PT
Sumatraco Langgeng Makmur dengan CV. Sumber
Mitra;

28. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PD. Sumur Sari Bandung kepada PT
Unichem  nomor  003/IV/SSB/2017  tanggal  04  April  2017  perihal
permintaan Pembelian Garam;

29. 1 (satu) lembar fotokopi surat PD. Sumur Sari Bandung kepada PT
UnichemCandi Indonesia nomor 003/VII- PH/SSB/2017 tanggal 17
Juli 2017 perihal Penawaran harga garam;

30. 1 (satu) lembar fotokopi surat PD. Sumur Sari Bandung kepada PT
UnichemCandi Indonesia nomor 0004/VII/SSB/2017 tanggal 20 Juli
2017 perihal Pembelian garam K 25-50 jumlah garam 500.000 kg;

31. 1 (satu) lembar fotokopi surat PD. Sumur Sari Bandung kepada PT
UnichemCandi Indonesia nomor 0007/VII/SSB/2017 tanggal 26 Juli
2017 perihal permintaan Penawaran Harga Garam;

32. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PD. Sumur Sari Bandung kepada PT
UnichemCandi  Indonesia  nomor  0001/II/SSB/2017  tanggal  08
Februari 2017 perihal permintaan Pembelian Garam;

33. 1  (satu)  rangkap  surat  PD.  Sumur  Sari  Bandung kepada  PT
UnichemCandi  Indonesia  nomor 015/S-  M/Washing/VII/17 tanggal
17 Juli 2017 perihal Penawaran Garam beryodium K 25/50 alokasi
500 ton;

34. 1 (satu) rangkap print out dokumen penerimaan garam K 25/50-PT
Unichem Candi Indonesia;

35. 1  (satu)  rangkap  surat  PD.  Sumur  Sari  Bandung kepada  PT
UnichemCandi  Indonesia  nomor  0001/II/SSB/2017  tanggal  08
Februari 2017 perihal permintaan pembelian Garam K 25/50 Jumlah
garam
1.000.000kg;

36. 1 (satu) lembar dokumen daftar harga produk PD Sumur Sari;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Hasil uji dari Badan penelitian

dan pengembangan industri  balai  besar industri  Agro kepada PD
Sumur  Sari contoh  sample  :garam  konsumsi  beryodium  (garam
halus)  merk :  karya mandiri/Karya nelayan/karya  utama/hasil  laut
tanggal penerimaan contoh 30 januari 2018;

38. 1  (satu)  buah  map  bening  berisi  dokumen  Laporan  harian
penerimaan bahan baku & bahan penolong PD Sumur Sari oktober
2018;

39. 1  (satu)  buah  map  warna  biru  berisi  dokumen  laporan  saldo
hutang/piutang supplier PD Sumur Sari periode September 2018;

40. 1 (satu) buah buku register berisi pencatatan pembelian Garam PD.
Sumur Sari dari para supplier sejak tanggal 03 Januari 2017 s/d 12
Maret 2018;

41. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Hasil uji dari Badan penelitian
dan pengembangan industri  balai  besar industri  Agro kepada PD
Sumur  Sari contoh  sample  garam  konsumsi  beryodium  (garam
bata) merk: Karya Mandiri;

42. 1  (satu)  jepitan  dokumen  Report  Of  Analysis  PT  Sumatraco
Langgeng Makmur nomor: SJL/1806/000077 To CV Sumber Mitra,
code SPO tanggal 6 juni 2018;

43. 1 (satu) jepitan dokumen Certificate of Analysis PT UnichemCandi
Indonesia Nomor 17301/XVIII-09/K25/50/COA/UCI order PD Sumur
Sari, tanggal 17 September 2018;

44. 1  (satu)  rangkap dokumen Pedoman Perizinan  Berusaha Melalui
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Sistem  OSS  untuk  Pelaku  usaha  oleh  Kementerian  Koordinator
Bidang Perekonomian Republik Indonesia bulan juli 2018;

45. 1 (satu)  rangkap dokumen PD Sumur Sari ringkasan Persediaan
barang 31/12/2019 (dalam IDR);

46. 1 (satu) rangkap print out dokumen rekapitulasi nama harta tetap PT
Sumur Sari total/nilai akhir tahun 2016;

47. 1  (satu)  lembar  print  out  surat  rekapan  saldo  hutang/piutang
pembelian dari para supplier;

48. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keterangan dari PT Susanti megah
tanggal  27  februari  2008  menerangkan  bahwa  garam beryodium
produksi PT Susanti Megah tidak mengandung bahan formalin;

49. 1 (satu) rangkap fotokopi surat komisi pengawas persaingan usaha
Republik  Indonesia  Nomor  148/AK/KMK-PL/II/2019  tanggal  4
Februari 2019;

50. 1 (satu) rangkap dokumen stok opname 2017 Bon : Tono;
51. 1 (satu) rangkap dokumen stok opname barang tahun 2017;
52. 1  (satu)  rangkap dokumen piutang usaha  cut  off  :  30  Desember

2017;
53. 1 (satu)  lembar  surat  berisi  tabel  nama-nama supplier  garam Bu

wie, karjo, dkk;
54. 1  (satu)  lembar  rekapan  saldo  hutang/piutang  pembelian  dari

supplier PT Garindo sejahtera abadi, dkk per 30/12/2017;
55. 1  (satu)  rangkap  print  out  dokumen  stok  opname barang/  nama

harta tetap tahun 2017;
56. 1  (satu)  rangkap  print  out  rekening  koran  nomor  rekening  :

2817670888  atas  nama  Yulius  Lukmana/Lenah  Mei  periode
1/12/2017-31/12/2017;

57. 1  (satu)  lembar  rekapan nama-nama supplier  garam PT Garindo
(garam) dkk;

58. 1 (satu) lembar laporan produksi krosok bulan nompember 2019;
59. 1 (satu) lembar produksi krosok bulan April 2019;
60. 1  (satu)  rangkap  dokumen  pernyataan  kesesuaian  Nomor

01/SS/MSNI/03/2019 PD Sumur Sari tanggal 16 Maret 2019;
61. 1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan “natural Sketch” berisi

pencacatan kas besar tahun 2019 kepada pemilik bu Lenah;
62. 1 (satu) rangkap dokumen prosedur kerja PD Sumur Sari;
63. 1  (satu)  rangkap  formular  laporan  observasi  opportunity  for

improvement (OFI) PD Sumur Sari tanggal audit 2-5 april 2019;
64. 1 (satu) rangkap formulir informasi sertifikasi produk no dok.

7.1.0.2 tanggal terbit 29 april 2016;
65. 1  (satu)  lembar  fotokopi  sertifikat  produk penggunaan  tanda SNI

Nomor  090/W/III/2015  PD Sumur  Sari  Bandung tanggal  6  Maret
2015;

66. 1 (satu) bundel dokumen instruksi kerja PD Sumur Sari;
67. 1 (satu) jepitan dokumen Bukti Pengeluaran Barang garam tahun

November 2018 dan 2020
68. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas Nama Lennah Meilijati;
69. 1 (satu) lembar surat mekanisme pemesanan garam impor dari PD

SUMUR SARI kepada PT Sumatraco;
70. 1  (satu)  jepitan  faktur  penjualan  PD.  Sumur  Sari  no  faktur

SS1.081220-2057 tanggal 8 Desember 2020 Qty 1.000 kg jumlah
2.100.000,00

71. 1  (satu)  lembar  surat  Garam  Halus  Industri  yodium  periode  juni
2020 jenis nama barang persediaan minimum;

72. 1  (satu)  bundel  Certificate  of  Analysis  Nomor 01006/XVII-
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08/K25/50/COA/UCI  dari  PT Unichem  Candi  Indonesia  order  PD
SUMUR SARI tanggal 01 Agustus 2017;

73. 1  (Satu)  jepitan  faktur  penjualann  PD  Sumur  Sari kepada  PT
Sumatraco  Qty  135.670  kg,  nama  barang  Garam  Australi  harga
Rp.2.550 jumlah 345.958.500 tanggal 7 April 2018;

74. 1 (satu) jepitan Faktur Penjualan garam krosok A PT Sumur Sari
kepada para pembeli Mitra Abadi (P), Tropikal Koi, Roki Suryani (P)
(kolam renang), Mitra Alam (P), PT Mepro Farm;

75. 1 (satu) bundel dokumen CV Sumber Mitra kepada PT Sumatraco
Langgeng Makmur perihal pembelian garam sejak desember 2018
s.d agustus 2022;

76. 1 (satu) jepitan faktur-faktur penjualan Sumur Sari periode 2019;
77. 1 (satu) jepitan faktur-faktur penjualan Sumur Sari periode 2018;
78. 1 (satu) jepitan faktur-faktur penjualan Sumur Sari periode 2020.
Benda Berupa sampel garam:

1. 1 (satu) ball yang berisi 40 pcs garam kemasan merek karya mandiri
netto 250 gr kode produksi P54.920T exp 09.25;

2. 1 (satu) ball yang berisi 40 pcs garam kemasan merek karya Nelayan
netto 250 gr kode produksi P74.905T exp 09.25;

3. 1 (satu)  ball  yang berisi  40 pcs garam kemasan merek Hasil  Laut
netto 250 gr kode produksi P299.919T exp 09.25;

4. Sampel garam impor yang diambil dari mesin penghancur garam PD
Sumur Sari.

5 1 (satu) lembar berisikan data akses sistem inatrade versi 1 Kemendag
dengan user name dan password sebagai berikut:
User nya : viewjaksa
Password : 12345.

6 1 1  (satu)  bundel  fotokopi  Dokumen  Laporan  Kelompok  kerja  2
Penyederhanaan Instrumen Kebijakan, Jakarta 6 September 2016

2 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perkembangan dan Tindak Lanjut
Deregulasi  (Paket  1-XII),  Kementerian  Koordinator  Bidang
Perekonomian Republik Indonesia, update 23 Juni 2016.

7 1 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri  No.2565/DAGLU.4-4/ND/9/2015 tanggal 2 September
2015  dari  Plt.  Direktur  Impor  (Nusa  Eka)  Kepada  Kepala  Biro
Hukum  (Lasminingsih)  hal  :  Penyampaian  Rancangan  Peraturan
Menteri  Perdagangan  Tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (R-
Permendag tidak dilampirkan).

2 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Sekretariat Jenderal No.1710/SJ-
DAG.4/ND/9/2015  tanggal  11  September  2015  dari  Kepala  Biro
Hukum (Lasminingih) Kepada Plt. Direktur Impor (Nusa Eka) hal :
Penyampaian Kembali Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan
Tentang Ketentuan Impor Garam. (Koreksi dan Telaah Hukum atas
R-Permendag tidak dilampirkan).

3 3 (tiga) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan nomor: 88/M-
DAG/PER/10/2015  tanggal  15  Oktober  2015  tentang  Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  nomor  :  58/M-
DAG/PER/9/2012  tentang  Ketentuan  Impor  Garam  (yang  telah
diparaf dan ditandatangani).

4 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Sekretariat Jenderal No.1952/SJ-
DAG.4/ND/10/2015  tanggal  16  Oktober  2015  dari  Kepala  Biro
Hukum (Lasminingsih) Kepada Plt. Direktur Impor (Nusa Eka) hal :
Penyampaian Rancangan Peraturan      Menteri       Perdagangan
nomor        58/M- DAG/PER/9/2012  Tentang  Ketentuan  Impor
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Garam.  (Nota  Dinas  nomor  3084/DAGLU.4-4/ND/10.2015  tanggal
15  Oktober  2015  Perihal  Permintaan  Telaah  Hukum  terhadap
Penerbitan IP Garam Industri  tanpa Rekomendasi  atas nama PT.
Asahimas Chemical tidak dilampirkan).

5 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar  Negeri  No.3107/DAGLU.4-4/ND/10/2015  tanggal  16 Oktober
2015 dari Plt. Direktur Impor (Nusa Eka) Kepada Plt. Dirjen Daglu
(Karyanto  Suprih)  hal  :  Penyampaian  Net  Rancangan  Peraturan
Menteri  Perdagangan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan  Nomor  58/M-DAG/PER/9/2012  Tentang  Ketentuan
Impor Garam dan Net Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan
tentang  Pemberian  Dispensasi  Kepada  PT.  Asahimas  Chemical
dalam  Penerbitan  Pengakuan  sebagai  IP  Garam  Industri.  (Net
Rancangan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  dan  Net  Rancangan
Keputusan Menteri Perdagangan tersebut tidak dilampirkan).

6 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri No.213/DAGLU/ND/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015
dari  Plt.  Dirjen  Daglu  (Karyanto  Suprih)  Kepada  Plt.  Sekretaris
Jenderal  hal  :  Penyampaian  Net  Rancangan  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Nomor  58/M-DAG/PER/9/2012  Tentang  Ketentuan
Impor Garam dan Net Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan
tentang  Pemberian  Dispensasi  Kepada  PT.  Asahimas  Chemical
dalam  Penerbitan  Pengakuan  sebagai  IP  Garam  Industri.  (Net
Rancangan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  dan  Net  Rancangan
Keputusan Menteri Perdagangan tersebut tidak dilampirkan).

7 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri No. 3489/DAGLU.4-4/ND/10/2015 tanggal 2 November
2015  dari  Plt.  Direktur  Impor  (Nusa  Eka)  Kepada  Kepala  Biro
Hukum  (Lasminingsih)  hal:  Penyampaian  Rancangan  Peraturan
Menteri  Perdagangan  Tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (R-
Permendag tidak dilampirkan).

8 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Sekretariat Jenderal No.2061/SJ-
DAG.4/ND/11/2015 tanggal 4 November 2015 dari Kepala Bagian
Peraturan  Perundang-undangan  Perdagangan  Luar  Negeri  A.N
Kepala Biro Hukum (M. SYIST) Kepada Plt. Direktur Impor (NUSA
EKA)  hal:  Penyampaian  Kembali  Rancangan  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (Koreksi  Dan
Telaah Hukum atas R-Permendag tidak dilampirkan).

9 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Sekretariat  Jenderal No.487/SJ-
DAG/ND/12/2015 tanggal  29 Desember  2015 dari  Plt.  Sekretariat
Jenderal  (Srie Agustina)  Kepada  Menteri  Perdagangan  (Thomas
Trikasih  Lembong)  hal :  Penyampaian  Net  Rancangan  Peraturan
Menteri  Perdagangan  Tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (Net
Rancangan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  tersebut  tidak
dilampirkan).

10 14  (empat  belas)  lembar  copy  Peraturan  Menteri  Perdagangan
Nomor  125/M-DAG/PER/12/2015  Tanggal  29  Desember  2015
tentang  Ketentuan  Impor  Garam  (yang  telah  diparaf  dan
Ditandatangani).

11 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri No. 101/DAGLU/ND/3/2016 tanggal 30 Maret 2016 dari
Plt.  Dirjen  Daglu  (Karyanto  Suprih)  Kepada  Sekretaris  Jenderal
(Srie  Agustina)  hal:  Penyampaian  Net  Rancangan  Peraturan
Menteri  Perdagangan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
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Perdagangan  Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan
Impor  Garam.  (Net  Rancangan  Peraturan  Menteri  Perdagangan
tersebut tidak dilampirkan).

12 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Sekretariat Jenderal No. 138/SJ-
DAG/ND/3/2016  tanggal  30  Maret  2016  dari  Sekretaris  Jenderal
(Srie  Agustina)  Kepada  Menteri  Perdagangan  (Thomas  Trikasih
Lembong)  hal  :  Penyampaian  Net  Rancangan  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri
Perdagangan nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan
Impor  Garam.  (Surat  Forum  Petani  Garam  Madura  Nomor
10/FPGM/III/2016  dan  Net  Rancangan  Peraturan  Menteri
Perdagangan tersebut tidak dilampirkan).
2  (dua) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23/M-
DAG/PER/3/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan  Menteri  Perdagangan  nomor  125/M-DAG/PER/12/2015
tentang  Ketentuan  Impor  Garam  (yang  telah  diparaf  dan
ditandatangani).

13 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri No.346/DAGLU/ND/8/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dari
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Oke Nurwan) Kepada
Menteri Perdagangan (Enggartiasto Lukita) hal : Penyampaian Net
Rancangan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Tentang  Perubahan
Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  125/M-
DAG/PER/12/2015  tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (Net
Rancangan Permendag tidak dilampirkan).

14 7 (tujuh) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-
DAG/PER/8/2017  tanggal  2  Agustus  2017  Tentang  Perubahan
Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  125/M-
DAG/PER/12/2015  tentang  Ketentuan  Impor  Garam  (yang  telah
diparaf dan ditandatangani).

8 1 1 (satu) folder biru berisi Rekening Koran BCA Garam Lokal terdiri
dari 100 Rekening Giro PT Saltindo Perkasa.

2 1 (satu) folder warna hitam berisi data pembelian garam lokal tahun
2019

3 1 (satu) folder warna hitam berisi data pembelian garam lokal tahun
2020

4 1 (satu) folder warna hitam berisi data pembelian garam lokal tahun
2021

5 1 (satu) folder warna hitam berisi data pembelian garam lokal tahun
2022

6 1 (satu) folder warna hitam berisi data rekening koran BCA 413-555-
9955

7 1 (satu) folder warna biru berisi data rekening koran BCA 413-555-
9955

8 1  (satu)  folder  warna  biru  berisi  surat-surat  perdagangan  PT.
Saltindo Perkasa

9 1 (satu) map plastik warna biru berisi data-data untuk Kemnko
10 1  (satu)  map  plastik  warna  biru  muda  berisi  data-data  untuk

Kementerian Kelautan.
11 1  (satu)  folder  warna  hitam  berisi  data  Siinas  Permohonan

Kebutuhan.
12 1  (satu)  map  plastik  warna  putih  berisi  persetujuan  impor  dari

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
13 1 (satu) folder warna biru berisi surat-sura

kepadaKementerian Perindustrian
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14 1 (satu) folder warna biru berisi surat-surat laporan Industri Tahap
Produksi Kementerian Perindustrian

15 1 (satu)  folder  warna biru  berisi  dokumen surat  dukungan  Impor
Garam

16 1 (satu) folder warna hitam berisi laporan realisasi
perindustrian

17 1 (satu) map warna putih berisi rekomendasi perindustrian
18 1 (satu) bundel dokumen SPT masa PPN PT Saltindo Perkasa
19 1 (satu) folder warna hitam berisi PPH 4(2) PT Saltindo Perkasa
20 1 (satu) folder warna hitam berisi bukti setoran PPH 25 masa PT

Saltindo Perkasa
21 1 (satu) folder warna hitam berisi SPT PPH badan 25/29
22 1 (satu) folder warna hitam berisi PPH 21 PT Saltindo Perkasa
23 1 (satu) folder warna merah berisi dokumen legal

perusahaan PT Saltindo Perkasa
24 1 (satu) bundel dokumen impor garam dan dokumen kapal.
25 1 (satu) bungkus sampel garam halus SP5;
26 1 (satu) bungkus sampel garam SP4-B;
27 1 (satu) bungkus sampel garam halus SP3;
28 1 (satu) bungkus sampel garam halus SP2;
29 1 (satu) bungkus sampel garam SPI Yodium;
30 1 (satu) bungkus sampel garam kasar Australia
31 1 (satu) bungkus sampel garam Cirebon;
32 1 (satu) bungkus sampel garam Lokal Madura;
33.   2 (dua) bungkus sampel garam meja beriodium merek dapur mama

diproduksi PT. Saltindo Perkasa
34. 3 (tiga) bungkus sampel garam Konsumsi Beryodium merek dapur

mama PT. Elistar Primajaya.
35. 1 (satu)  map plastik  warna putih  berisi  permohonan Impor  tahun

2016-2022.
9 1. 1  (satu)  unit  laptop  merk  Asus,  warna  merah,  model  A43E,  SN:

A43E-VX109D, Chek Number 4508, dalam keadaan mati total;
2. 1 (satu) unit Charger Laptop Asus : AC Adapter Model EXA1203YH;
3. Akun Email operasional, email :

saltindo.l2@gmail.com,Password : kelapagading;
4. Akun  Email  operasional,  Email  :  salt.kupang@gmail.com,

Password : kelapagading;
5. Akun  Email  Operasional,  Email  :  saltindo.jkt@gmail.com,

Password : gadingbarat;
6. Akun Email Operasional, Email : saltindo.m3@gmail.com, Password

: gading/l2-3/;
7. File  hasil  ekstraksi  folder  Documents  PC LG 1  milik  Bu  bintang

sebagai  Marketing,Nama  File  :  Documents.zip  size  :  5,84  MB,
hash  :  af34b94def746dac8ed2ad5731ec6672  Nama  device  :
DESKTOP-7l6V9KT

8. File hasil akuisisi logical Data 1 D PC LG 1 milik Bu bintang sebagai
Marketing Nama File : JMP22_04_01_01.E01 size : 10,1 GB

       hash  :  ae596bcd53cdb8ea51e9e7bda945c340  Nama device  :
DESKTOP-7l6V9KT

9. File hasil akuisisi logical Data E PC LG 1 milik Bu Bintang sebagai
Marketing Nama File : JMP22_04_01_02.E01 size : 16,6 GB hash :
9219e130ae99682d95cca87363539077 Nama device : DESKTOP-
7l6V9KT

10. Iphone milik  Pak Andy Soepriatna (Direktur  PT Saltindo Perkasa)
Merk Device : Iphone 12 Pro Model Number : MGMP3PA/A SN :
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G6TFD1WE0D92 Storage : 256 GB IMEI 1 : 35 551331465617 7
IMEI 2 : 35 551331 467664 7 ICCID 8962111431150377154

11. File  Hasil  ekstraksi  PC  Samsung  Nama  File  :
DATA_PEKERJAAN_2018-2022.zip
Hash:50d4570d47e5df4f1145e86b4667c1c9  Nama  Device  :
DESKTOP-RH1E2LS

12. File Hasil ekstraksi PC Samsung Nama File : My Dokumen Lily.zip
Hash:66271529efcc1552902d69aa25e00538  Nama  Device  :
DESKTOP-RH1E2LS

13. File Hasil ekstraksi PC Powerlogic Nama File : 01 PT SALTINDO
PERKASA.zip Hash: a1ede5069809935b9629eb5e0e8697a1 Nama
Device : DESKTOP-INDAH

14. File Hasil ekstraksi PC Powerlogic Nama File : backup c.zip Hash:
060d30e87199dce2650d816eb331b0dd Nama Device : DESKTOP-
INDAH

15. File Hasil ekstraksi PC Powerlogic Nama File : Data D Lainnya.zip
Hash:  c0b11dd5ceda2225094ebad69090d553  Nama  Device  :
DESKTOP-INDAH

16. File Hasil Ekstraksi PC LG Nama File : Data Pembelian Lokal.zip
Hash : 4629ef7f5b3294f0349cf65a49be7a5a Size : 1,23 GB Nama
Device : YULI

17. File  Hasil  Ekstraksi  PC  LG  Nama  File  :  PT.  SALTINDO
PERKASA.zip Hash : 97596b9371192076da2d8a4bf49cba80 Size :
87,7 MB Nama Device : DESKTOP-U4PTMT6

18. File hasil akuisisi logical PC LG MIA-PC Selaku bagian pembelian :
Nama  File  :  JMP22_04_04.E01  Size  :  61,5  GB  Hash  :
862c510405b9ea8bfc7cfbd9e4d75079 Nama Device : MIA-PC

19. File  hasil  ekstraksi  Data  D PC LG milik  mba riris  selaku invoice
Nama  file  :  Data  D.rar  Size  :  13,7GB  Hash  :
3a34887acf10edeb024254e6cb81ef50  Nama Device  :  DESKTOP-
RIRIS;

20. File  hasil  akuisisi  logical  disk  D  PC  Accounting  Nama  file  :
Logical_JMP22_04_02_01.001  Size  :  345  GB  Hash  :
f25d3650f1dc7f585fb65eaf441ec7d1

21. Nama device : DESKTOP-INDAH.
10 1. 1 (satu) bundel pengajuan rekomendasi impor garam industri atas

nama PT. Jayamas Medica Industri;
2. 1 (satu) eksemplar data produksi garam rakyat Provinsi Jawa Timur

periode tahun 2018 – Juli 2022;
3. 1  (satu)  lembar  fotokopi  surat  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan

Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  :  523/22711/120.4/2022  tanggal  15
Agustus 2022 perihal saran dan pertimbangan garam impor;

4. 2 (dua) lembar rekapitulasi data produksi garam Jawa Timur periode
tahun 2012 – 2018;

5. 2 (dua) lembar rekapitulasi data produksi garam Jawa Timur periode
tahun 2019;

6. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi data produksi
pengembangan usaha garam rakyat;

7. 1 (satu) eksemplar data produksi garam provinsi jawa timur tahun
2021.

11 1. 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Perdagangan nomor 58/M-
DAG/PER/9/2012  tanggal  4  September  2012  tentang  Ketentuan
Impor Garam (Permendag 58/2012);

2. 1  (satu)  bundel  copy  Keputusan  Menteri  Perdagangan  Republik
Indonesia Nomor 793/M-DAG/KEP/8/2015 tanggal 18 Agustus 2015
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tentang  Pembentukan  Tim Deregulasi  Perdagangan  (Kepmendag
793/2015);

3. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri  No.2565/DAGLU.4-4/ND/9/2015 tanggal 2 September
2015  dari  Plt.  Direktur  Impor  (Nusa  Eka)  Kepada  Kepala  Biro
Hukum  (Lasminingsih)  hal  :  Penyampaian  Rancangan  Peraturan
Menteri  Perdagangan  Tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (R-
Permendag dilampirkan);

4. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Sekretariat Jenderal No.1710/SJ-
DAG.4/ND/9/2015  tanggal  11  September  2015  dari  Kepala  Biro
Hukum (Lasminingsih) Kepada Plt. Direktur Impor (Nusa Eka) hal :
Penyampaian Kembali Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan
Tentang Ketentuan Impor Garam. (Koreksi dan Telaah Hukum atas
R- Permendag dilampirkan);

5. 1  (satu)  lembar  foto  surat  PT.  Asahimas Chemical Nomor
187/ASC/PCJ/10/2015  tanggal  16  Oktober  2015  Perihal  :
Permohonan Pengakuan Sebagai Importir Produsen Garam Industri
2015,  dengan  maksud  untuk  mendapat  pengakuan  sebagai  IP
garam  industri  tanpa  dilengkapi  dengan  rekomendasi  dari
Kementerian Perindustrian;

6. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Sekretariat Jenderal No.1952/SJ-
DAG.4/ND/10/2015  tanggal  16  Oktober  2015  dari  Kepala  Biro
Hukum (Lasminingsih) Kepada Plt. Direktur Impor (Nusa Eka) hal :
Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan nomor :
58/M-  DAG/PER/9/2012  Tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (R-
Permendag  dilampirkan,  Nota  Dinas  nomor  3084/DAGLU.4-
4/ND/10.2015 tanggal  15 Oktober 2015 Perihal  PermintaanTelaah
Hukum terhadap Penerbitan IP Garam Industri tanpa Rekomendasi
atas nama PT. Asahimas Chemical tidak dilampirkan);

7. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar  Negeri  No.3107/DAGLU.4-4/ND/10/2015  tanggal  16 Oktober
2015 dari Plt. Direktur Impor (Nusa Eka) Kepada Plt. Dirjen Daglu
(Karyanto  Suprih)  hal  :  Penyampaian  Net  Rancangan  Peraturan
Menteri  Perdagangan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan  Nomor  58/M-DAG/PER/9/2012  Tentang  Ketentuan
Impor Garam dan Net Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan
tentang  Pemberian  Dispensasi  Kepada  PT.  Asahimas  Chemical
dalam  Penerbitan  Pengakuan  sebagai  IP  Garam  Industri.  (Net
Rancangan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  dan  Net  Rancangan
Keputusan Menteri Perdagangan tersebut tidak dilampirkan).

8. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri No.213/DAGLU/ND/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015
dari  Plt.  Dirjen  Daglu  (Karyanto  Suprih)  Kepada  Plt.  Sekretaris
Jenderal  hal  :  Penyampaian  Net  Rancangan  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Nomor  58/M-DAG/PER/9/2012  Tentang  Ketentuan
Impor Garam dan Net Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan
tentang  Pemberian  Dispensasi  Kepada  PT.  Asahimas  Chemical
dalam  Penerbitan  Pengakuan  sebagai  IP  Garam  Industri.  (Net
Rancangan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  dan  Net  Rancangan
Keputusan Menteri Perdagangan dilampirkan).

9. 3 (tiga) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88/M-
DAG/PER/10/2015  tanggal  15  Oktober  2015  tentang  Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  58/M-
DAG/PER/9/2012  tentang  Ketentuan  Impor  Garam  (yang  telah
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diparaf dan ditandatangani).
10. 3  (tiga)  lembar  copy Keputusan Menteri  Perdagangan  R.I  nomor

1078/M-DAG/KEP/10/2015  tanggal  16  Oktober  2015  tentang
Pemberian  Dispensasi  Kepada  PT.  Asahimas  Chemical Dalam
Penerbitan  Pengakuan  Sebagai  IP  Garam  Industri  (yang  telah
diparaf dan ditandatangani);

11. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Sekretariat Jenderal No.1956/SJ-
DAG.4/ND/10/2015  tanggal  16  Oktober  2015  dari  Kepala  Biro
Hukum (Lasminingsih) Kepada Plt. Direktur Impor (Nusa Eka) hal :
Penyampaian salinan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88/M-
DAG/PER/10/2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Nomor  58/M-DAG/PER/9/2012  Tentang  Ketentuan
Impor  Garam  dan  Keputusan  Menteri  Perdagangan  R.I  Nomor
1078/M-DAG/KEP/10/2015  tanggal  16  Oktober  2015  tentang
Pemberian  Dispensasi  Kepada  PT.  Asahimas  Chemical Dalam
Penerbitan  Pengakuan  Sebagai  IP  Garam  Industri  yang  telah
distempel dan ditandatangani biro hukum (terlampir);

12. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri No.3489/DAGLU.4-4/ND/10/2015 tanggal 2 November
2015  dari  Plt.  Direktur  Impor  (Nusa  Eka)  Kepada  Kepala  Biro
Hukum  (Lasminingsih)  hal  :  Penyampaian  Rancangan  Peraturan
Menteri  Perdagangan  Tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (R-
Permendag yang terlampir berbeda dengan poin pokok perubahan
dalam nota dinas);

13. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Sekretariat Jenderal No.2061/SJ-
DAG.4/ND/11/2015 tanggal 04 November 2015 dari an. Kepala Biro
Hukum (M.  SYIST)  Kepada  Plt.  Direktur  Impor  (Nusa Eka)  hal  :
Penyampaian kembali Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan
Tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (terlampir  R-Permendag  yang
dikoreksi biro hukum);

14. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri No.5043/DAGLU.4-4/ND/12/2015 tanggal 23 Desember
2015 dari Direktur Impor (Indrasari Wisnu Wardhana) Kepada Plt.
DIRJEN  DAGLU  (Karyanto  Suprih)  hal  :  Penyampaian  Net
Rancangan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Tentang  Ketentuan
Impor Garam. (R-Permendag terlampir);

15. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar  Negeri  No.296/DAGLU/ND/12/2015  tanggal  23  Desember
2015  dari  Plt.  Dirjen  Daglu  (Karyanto  Suprih)  Kepada  Sekretaris
Jenderal  (Srie  Agustina)  hal  :  Penyampaian  Net  Rancangan
Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri  Perdagangan  Tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (Net
Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terlampir).

16. 1 (satu)  bundel  copy Nota Dinas Sekretariat  Jenderal No.487/SJ-
DAG/ND/12/2015 tanggal  29 Desember  2015 dari  Plt.  Sekretariat
Jenderal  (Srie  Agustina)  Kepada  Menteri  Perdagangan  (Thomas
Trikasih  Lembong) hal  :  Penyampaian  Net  Rancangan  Peraturan
Menteri  Perdagangan  Tentang  Ketentuan  Impor  Garam.  (Net
Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan yang telah diparaf dan
ditandatangani dilampirkan).

17. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri No.946/DAGLU.4-4/ND/3/2016 tanggal 29 Maret 2016
dari Direktur Impor (Indrasari Wisnu Wardhana) Kepada Kepala Biro
Hukum  (Lasminingsih)  hal  :  Penyampaian  Net  Rancangan
Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Perubahan atas Peraturan
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Menteri  Perdagangan  Nomor  125/M-  DAG/PER/12/2015  Tentang
Ketentuan  Impor  Garam.  (Net  Rancangan  Peraturan  Menteri
Perdagangan dilampirkan).

18. 1 (satu)  bundel  copy Nota Dinas Sekretariat  Jenderal No.514/SJ-
DAG.4/ND/3/2016 tanggal 29 Maret 2016 dari Kepala Biro Hukum
(Lasminingsih) Kepada Direktur Impor (Indrasari Wisnu Wardhana)
hal  :  Penyampaian  kembali  Net  Rancangan  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan
Impor  Garam.  (Net  Rancangan  Peraturan  Menteri  Perdagangan
tidak dilampirkan).

19. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri No.101/DAGLU/ND/3/2016 tanggal 30 Maret 2016 dari
Plt.  Dirjen  Daglu  (Karyanto  Suprih)  Kepada  Sekretaris  Jenderal
(Srie  Agustina)  hal  :  Penyampaian  Net  Rancangan  Peraturan
Menteri  Perdagangan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan  Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan
Impor  Garam.  (Net  Rancangan  Peraturan  Menteri  Perdagangan
tersebut tidak dilampirkan).

20. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Sekretariat  Jenderal No.138/SJ-
DAG/ND/3/2016  tanggal  30  Maret  2016  dari  Sekretaris  Jenderal
(Srie  Agustina)  Kepada  Menteri  Perdagangan  (Thomas  Trikasih
Lembong)  hal  :  Penyampaian  Net  Rancangan  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan
Impor  Garam.  (Surat  Forum  Petani  Garam  Madura  nomor
10/FPGM/III/2016  dan  Net  Rancangan  Peraturan  Menteri
Perdagangan tersebut tidak dilampirkan).

21. 2 (dua) (dua) lembar copy Peraturan Menteri Perdagangan nomor
       23/M-DAG/PER/3/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Perubahan

Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  125/M-
DAG/PER/12/2015  tentang  Ketentuan  Impor  Garam  (yang  telah
diparaf dan ditandatangani).

22. 1 (satu)  bundel  copy Nota Dinas Sekretariat  Jenderal No.587/SJ-
DAG.4/ND/4/2016 tanggal  06 April  2016 dari  Kepala  Biro  Hukum
(Lasminingsih) Kepada Direktur Impor (Indrasari Wisnu Wardhana)
hal : Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan nomor
23/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 125/M- DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan
Impor Garam.
(Salinan Peraturan Menteri Perdagangan terlampir).

12 1. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Pemesanan garam dari pihak PT.
Lestari Alam Segar dalam melaksanakan industri makaroni, mie dan
produk  sejenisnya  sejak  tahun  2016  s.d  2022  kepada  pihak
supplier;

2. 1 (satu) bundel dokumen PO Nomor : 2510012064;
3. 1 (satu) bundel dokumen PO Nomor : 2510011669;
4. 1 (satu) lembar Rekapitulasi penggunaan garam kasar PT. Lestari

Alam Segar periode tahun 2016 s.d Juli 2022;
5. 1 (satu) lembar rekaptitulasi data supplier garam kepada PT. Lestari

Alam Segar;
6. 1 (satu) lembar rekapitulasi  data speksifikasi  garam yang disuplai

kepada PT. Lestari Alam Segar;
7. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama PT. Lestari Alam Segar;
8. 1 (satu) eksemplar izin usaha atas nama PT. Lestari Alam Segar ;
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9. 1 (satu) eksemplar Nomor Induk Berusaha atas nama PT. Lestari
Alam Segar;

10. 1  (satu)  eksemplar  fotokopi  Persetujuan  Perubahan  Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas PT. Lestari Alam Segar;

11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT. Lestari Alam Segar.

13 1. 1  (satu)  bundel  fotokopi  Purchase  Order  PT.  Ajinomoto  Indonesia
pabrik Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Peri
ode

Supplier PO Price UoM Initial qty PO

1 2016 Susanti 4500450502 2.200 KG 1.750.000

2 2016 Susanti 4500451902 2.200 KG 1.750.000

3 2016 Susanti 4500492451 2.160 KG 4.804.000

4 2016 Susanti 4500498243 2.160 KG 500.000

5 2017 Susanti 4500507923 2.160 KG 3.500.000

6 2017 Susanti 4500527683 2.200 KG 3.000.000

7 2017 Susanti 4500527684 2.160 KG 1.500.000

8 2017 Susanti 4500527685 2.200 KG 2.000.000

9 2017 Susanti 4500550476 2.315 KG 9.150.000

10 2018 Susanti 4500582667 2.100 KG 6.750.000

11 2019 Susanti 4500622914 2.000 KG 12.080.000

12 2020 Susanti 4500678583 2.050 KG 6.600.000

13 2021 Susanti 4500754243 2.000 KG 10.000.000

14 2021 Susanti 4500782728 2.000 KG 3.000.000

15 2021 Susanti 4500807270 2.000 KG 1.500.000

16 2022 Susanti 4500809486 2.150 KG 13.500.000

17 2022 Susanti 4500839421 2.290 KG 9.000.000

18 2016 Unichem 4500450503 2.195 KG 200.000

19 2016 Unichem 4500451746 2.195 KG 1.800.000

20 2016 Unichem 4500451901 2.195 KG 2.450.000

21 2016 Unichem 4500466859 2.195 KG 2.500.000

Halaman 18 Putusan perkara Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22 2016 Unichem 4500478684 2.175 KG 1.000.000

23 2016 Unichem 4500478696 2.175 KG 1.890.000

24 2016 Unichem 4500478700 2.175 KG 1.110.000

25 2016 Unichem 4500483083 2.175 KG 2.300.000

26 2016 Unichem 4500492450 2.175 KG 2.336.000

27 2016 Unichem 4500498242 2.175 KG 6.500.000

28 2017 Unichem 4500507920 2.175 KG 7.500.000

29 2017 Unichem 4500532914 2.475 KG 4.500.000

30 2017 Unichem 4500532925 2.475 KG 2.000.000

31 2017 Unichem 4500550475 2.375 KG 6.800.000

32 2018 Unichem 4500562724 2.375 KG 300.000

33 2018 Unichem 4500566933 2.375 KG 9.400.000

34 2018 Unichem 4500589703 2.250 KG 11.050.000

35 2019 Unichem 4500622915 2.285 KG 10.200.000

36 2019 Unichem 4500646608 2.285 KG 5.600.000

37 2020 Unichem 4500678580 2.295 KG 8.000.000

38 2020 Unichem 4500678581 2.295 KG 10.000.000

39 2020 Unichem 4500739335 2.295 KG 5.000.000

40 2021 Unichem 4500754244 2.295 KG 11.400.000

41 2021 Unichem 4500781868 2.295 KG 6.500.000

42 2022 Unichem 4500840574 2.500 KG 9.000.000

43 2016 Cheetam 4500479540 1.970 KG 300.000

44 2016 Cheetam 4500479541 1.970 KG 300.000

45 2016 Cheetam 4500480142 1.970 KG 200.000

46 2016 Cheetam 4500492452 1.970 KG 960.000

47 2017 Cheetam 4500550474 2.125 KG 600.000

48 2018 Cheetam 4500562725 2.125 KG 360.000
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49 2018 Cheetam 4500566932 2.125 KG 450.000

50 2020 Cheetam 4500695888 2.300 KG 300.000

51 2020 Cheetam 4500699123 2.300 KG 300.000

52 2020 Cheetam 4500699124 2.300 KG 300.000

53 2020 Cheetam 4500699139 2.300 KG 300.000

54 2020 Cheetam 4500699142 2.300 KG 300.000

55 2020 Cheetam 4500699143 2.300 KG 300.000

56 2020 Cheetam 4500719188 2.250 KG 800.000

57 2021 Cheetam 4500754239 2.275 KG 1.800.000

58 2021 Cheetam 4500793963 2.275 KG 600.000

59 2017 Sumatra
co

4500507877 1.900 KG 10.000

60 2017 Sumatra
co

4500512474 1.900 KG 100.000

61 2017 Sumatra
co

4500521871 1.900 KG 1.000.000

62 2017 Sumatra
co

4500532918 1.900 KG 3.500.000

63 2017 Sumatra
co

4500532930 1.900 KG 1.500.000

64 2019 Sumatra
co

4500622916 2.000 KG 250.000

65 2019 Sumatra
co

4500672472 1.900 KG 1.540.000

66 2019 Sumatra
co

4500672473 1.900 KG 2.000.000

67 2020 Sumatra
co

4500678576 1.950 KG 3.500.000

68 2021 Sumatra
co

4500806932 1.950 KG 500.000

69 2021 Sumatra
co

4500807125 2.000 KG 1.500.000

70 2022 Sumatra 4500826873 2.095 KG 2.000.000
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co

71 2022 Sumatra
co

4500841039 2.095 KG 1.400.0

2. 1 (satu)  bundel  fotokopi Purchase Order PT. Ajinomoto Indonesia

pabrik Karawang, dengan rincian sebagai berikut :

Peri
ode

Supplier PO Price UoM Initial qty PO

1 2017 Susanti 4500508106 2.160 KG 450.000

2 2017 Susanti 4500509172 2.160 KG 550.000

3 2017 Susanti 4500509174 2.160 KG 500.000

4 2017 Susanti 4500525367 2.160 KG 500.000

5 2017 Susanti 4500528656 2.200 KG 500.000

6 2017 Susanti 4500528657 2.200 KG 500.000

7 2017 Susanti 4500532477 2.200 KG 1.000.000

8 2017 Susanti 4500538611 2.200 KG 1.000.000

9 2017 Susanti 4500550993 2.315 KG 850.000

10 2017 Susanti 4500550998 2.315 KG 850.000

11 2018 Susanti 4500558014 2.315 KG 850.000

12 2018 Susanti 4500558024 2.315 KG 900.000

13 2018 Susanti 4500582777 2.100 KG 500.000

14 2018 Susanti 4500582778 2.100 KG 500.000

15 2018 Susanti 4500586781 2.100 KG 1.000.000

16 2018 Susanti 4500593992 2.100 KG 500.000

17 2018 Susanti 4500599631 2.100 KG 500.000

18 2018 Susanti 4500606266 2.100 KG 500.000

19 2019 Susanti 4500611033 2.100 KG 500.000

20 2019 Susanti 4500622627 2.100 KG 1.000.000

21 2019 Susanti 4500624294 2.000 KG 600.000

22 2019 Susanti 4500624295 2.100 KG 400.000
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23 2019 Susanti 4500625656 2.000 KG 1.000.000

24 2019 Susanti 4500634044 2.000 KG 500.000

25 2019 Susanti 4500640985 2.000 KG 700.000

26 2019 Susanti 4500644842 2.000 KG 2.000.000

27 2019 Susanti 4500648702 2.000 KG 700.000

28 2020 Susanti 4500679115 2.050 KG 1.300.000

29 2020 Susanti 4500684242 2.050 KG 9.550.000

30 2021 Susanti 4500754288 2.000 KG 6.000.000

31 2021 Susanti 4500776043 2.000 KG 5.000.000

32 2022 Susanti 4500809296 2.150 KG 2.700.000

33 2022 Susanti 4500825107 2.150 KG 1.200.000

34 2022 Susanti 4500838843 2.290 KG 9.000.000

35 2017 Unichem 4500508107 2.175 KG 450.000

36 2017 Unichem 4500509173 2.175 KG 550.000

37 2017 Unichem 4500509176 2.175 KG 500.000

38 2017 Unichem 4500525368 2.175 KG 850.000

39 2017 Unichem 4500537723 2.475 KG 700.000

40 2017 Unichem 4500537982 2.475 KG 700.000

41 2017 Unichem 4500538016 2.475 KG 600.000

42 2017 Unichem 4500550994 2.375 KG 300.000

43 2017 Unichem 4500550997 2.375 KG 300.000

44 2018 Unichem 4500558015 2.375 KG 300.000

45 2018 Unichem 4500558023 2.375 KG 300.000

46 2018 Unichem 4500567180 2.375 KG 400.000

47 2018 Unichem 4500567183 2.375 KG 400.000

48 2018 Unichem 4500567184 2.375 KG 400.000

49 2018 Unichem 4500593993 2.275 KG 500.000
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50 2018 Unichem 4500599633 2.275 KG 500.000

51 2018 Unichem 4500607029 2.275 KG 500.000

52 2019 Unichem 4500611036 2.275 KG 210.000

53 2019 Unichem 4500624296 2.285 KG 500.000

54 2019 Unichem 4500625658 2.285 KG 500.000

55 2019 Unichem 4500634048 2.285 KG 500.000

56 2019 Unichem 4500640986 2.285 KG 300.000

57 2019 Unichem 4500646681 2.285 KG 600.000

58 2019 Unichem 4500647489 2.285 KG 590.000

59 2019 Unichem 4500647490 2.285 KG 60.000

60 2019 Unichem 4500648701 2.285 KG 1.800.000

61 2019 Unichem 4500656991 2.285 KG 3.000.000

62 2019 Unichem 4500661656 2.285 KG 200.000

63 2019 Unichem 4500661668 2.285 KG 1.000.000

64 2019 Unichem 4500672734 2.285 KG 40.000

65 2019 Unichem 4500672942 2.285 KG 80.000

66 2019 Unichem 4500672943 2.285 KG 80.000

67 2020 Unichem 4500675868 2.285 KG 750.000

68 2020 Unichem 4500679094 2.295 KG 1.000.000

69 2020 Unichem 4500684243 2.295 KG 9.560.000

70 2021 Unichem 4500754287 2.295 KG 3.600.000

71 2021 Unichem 4500782375 2.295 KG 500.000

72 2016 Cheetam 4500451892 2.010 KG 1.000.000

73 2016 Cheetam 4500457744 2.010 KG 500.000

74 2016 Cheetam 4500458454 2.010 KG 1.200.000

75 2016 Cheetam 4500480145 1.970 KG 480.000

76 2016 Cheetam 4500483450 1.970 KG 1.440.000
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77 2016 Cheetam 4500483451 1.970 KG 480.000

78 2016 Cheetam 4500483452 1.970 KG 220.000

79 2016 Cheetam 4500483510 1.970 KG 480.000

80 2016 Cheetam 4500492454 1.970 KG 5.000.000

81 2017 Cheetam 4500508103 1.970 KG 300.000

82 2017 Cheetam 4500509171 1.970 KG 400.000

83 2017 Cheetam 4500509175 1.970 KG 500.000

84 2017 Cheetam 4500521500 1.985 KG 1.200.000

85 2017 Cheetam 4500523138 1.985 KG 1.200.000

86 2017 Cheetam 4500523170 1.985 KG 1.200.000

87 2017 Cheetam 4500533542 1.985 KG 1.350.000

88 2017 Cheetam 4500534985 1.985 KG 72.000

89 2017 Cheetam 4500537727 1.985 KG 1.224.000

90 2017 Cheetam 4500537736 1.985 KG 54.000

91 2017 Cheetam 4500537751 1.985 KG 72.000

92 2017 Cheetam 4500538022 1.985 KG 1.350.000

93 2017 Cheetam 4500538028 1.985 KG 1.278.000

94 2017 Cheetam 4500550996 2.125 KG 1.550.000

95 2017 Cheetam 4500551000 2.125 KG 1.550.000

96 2018 Cheetam 4500558016 2.125 KG 1.550.000

97 2018 Cheetam 4500558021 2.125 KG 1.550.000

98 2018 Cheetam 4500567181 2.125 KG 1.100.000

99 2018 Cheetam 4500567182 2.125 KG 2.100.000

100 2018 Cheetam 4500567185 2.125 KG 1.600.000

101 2018 Cheetam 4500582771 2.175 KG 2.500.000

102 2018 Cheetam 4500582776 2.175 KG 2.000.000

103 2018 Cheetam 4500586785 2.175 KG 2.000.000
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104 2018 Cheetam 4500593988 2.175 KG 1.500.000

105 2018 Cheetam 4500599634 2.175 KG 1.500.000

106 2018 Cheetam 4500606265 2.175 KG 1.500.000

107 2019 Cheetam 4500611035 2.175 KG 1.500.000

108 2019 Cheetam 4500622628 2.175 KG 1.500.000

109 2019 Cheetam 4500624297 2.290 KG 1.000.000

110 2019 Cheetam 4500625657 2.290 KG 1.000.000

111 2019 Cheetam 4500628603 2.290 KG 2.500.000

112 2019 Cheetam 4500634047 2.290 KG 2.000.000

113 2019 Cheetam 4500640984 2.290 KG 2.000.000

114 2020 Cheetam 4500674908 2.330 KG 3.000.000

115 2020 Cheetam 4500695502 2.300 KG 5.000.000

116 2020 Cheetam 4500719410 2.250 KG 5.000.000

117 2020 Cheetam 4500739523 2.250 KG 3.200.000

118 2021 Cheetam 4500754286 2.275 KG 13.000.000

119 2021 Cheetam 4500792285 2.275 KG 3.000.000

120 2022 Cheetam 4500825092 2.410 KG 5.100.000

121 2020 Sumatra
co

4500676431 1.900 KG 30.000

122 2020 Sumatra
co

4500679117 1.950 KG 200.000

123 2020 Sumatra
co

4500684241 1.950 KG 3.550.000

124 2021 Sumatra
co

4500807232 2.000 KG 1.500.000

125 2022 Sumatra
co

4500825108 2.095 KG 1.500.000

126 2022 Sumatra
co

4500825285 2.095 KG 310.000
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14 1 (satu)  bundel  data pembelian  garam indofood group periode tahun
2016-2022

15 1 (satu)  unit  Handphone  Samsung Galaxy  Note  20 Warna Abu-  Abu
Model : SM-N980F/DS SN : RR8N801QH0W IMEI 1: 356214460007120
IMEI 2: 356287460007126 milik Tony Hindrianto.

16 1. 1  (satu)  unit  Flashdisk  Verbatim  Warna  Hitam  16  GB  milik  ibu
Andiyani;

2. 1  (satu)  unit  Hardisk  Toshiba  Warna  Hitam  1  TB  SN  :
Z1G1T1CWTLTH milik ibu Andiyani Purwaningsih;

3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 8 Warna Hitam Model
:  SM-N950F/DS SN :  RR8J90QDCCA IMEI  1  :  352014090508966
IMEI 2 : 352015090508963 milik ibu Andiyani Purwaningsih;
Akun Email andiyani.purwa@gmail.com Pass : And1y@ni.!

17 1  (satu)  unit  Handphone  Iphone  X  Warna  Putih  Model  :
NUMBERMQAD2PA/A,  Password  260859  email:
arthurtanudjaja@gmail.com password  :  art192610  milik  Arthur
Tanudjaja

18 1. 1 (satu) bundel summary pembelian garam dari PT Saltindo Perkasa
periode tahun 2016 s.d 2022;

2. 1 (satu)   bundel   summary pembelian   garam dari  PT
Sumatraco Langgeng Abadi periode tahun 2016 s.d 2022.

19 1. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 08/AIPGI/6/2022 tanggal 27
Juni 2022 perihal pemenuhan kebutuhan garam untuk industri;

2. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 07/AIPGI/6/2022 tanggal 20
Juni 2022 perihal pemenuhan kebutuhan garam untuk industri;

3. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 06/AIPGI/6/2022 tanggal 14
April 2022 perihal Kebijakan Industri Garam;

4. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 05/AIPGI/6/2022 dan Nomor :
05/AIPGI/6/2022  tanggal  07  Februari  2022  perihal  program
Penyerapan Garam Lokal 2022;

5. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 01/AIPGI/1/2022 tanggal 07
Januari  2022  perihal  Penyerapan  Garam  Lokal  tahun  2021  dan
2022;

6. Fotokopi  1  (satu)  eksemplar  surat  Nomor  :  13/AIPGI/12/2021
tanggal  17  Desember  2021  perihal  penyerapan  garam lokal  dan
impor garam bahan baku;

7. Asli  1  (satu)  lembar  surat  Nomor  :  12/AIPGI/9/2021  tanggal  20
September 2021 perihal Penyerapan Garam Lokal;

8. Asli  1  (satu)  lembar  surat  Nomor  :  11/AIPGI/9/2021  tanggal  13
September  2021  perihal  Permohonan  kunjungan  ke  industri
pengguna garam dan ladang garam;

9. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 08/AIPGI/8/2021 tanggal 16
Agustus 2021 perihal undangan rapat;

10. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 08/AIPGI/6/2021 tanggal 14
Juni 2021 perihal penyerapan garam lokal;

11. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 07/AIPGI/4/2021 tanggal 09
April 2021 perihal penelitian KPPU;

12. Asli  1  (satu)  lembar  surat  Nomor  :  06/AIPGI/3/2021  tanggal  29
Maret 2021 perihal Penyerapan garam januari -februari 2021;

13. Asli  1  (satu)  eksemplar  surat  Nomor :  05/AIPGI/1/2021,  Nomor :
04/AIPGI/1/2021 dan Nomor : 03/AIPGI/1/2021 tanggal 30 Januari
2021 perihal Progres penyerapan garam lokal 2021;

14. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 02/AIPGI/1/2021 tanggal 30
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Januari 2021 perihal Permohonan Audensi;
15. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 01/AIPGI/1/2021 tanggal 25

Januari 2021 perihal Rencana penyerapan garam lokal 2021;
16. Fotokopi  1  (satu)  eksemplar  surat  Nomor  :  13/AIPGI/XII/2020

tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Audensi;
17. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 09/AIPGI/7/2020 dan Nomor :

08/AIPGI/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Data Sebaran Industri
Pengguna Garam;

18. Asli  1 (satu)  eksemplar surat  Nomor :  07/AIPGI/7/2020 tanggal  6
Juli 2020 perihal Pemenuhan Bahan Baku Garam Industri CAP dan
Aneka Pangan;

19. Asli  1 (satu)  eksemplar surat  Nomor :  06/AIPGI/6/2020 tanggal  1
Juli  2020  perihal  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Peraturan
Menteri  Perindustrian  No  :  42/M-  IND/PER/11/2005  tanggal  25
November 2005 tentang Pengolahan Pengemasan dan Pelabelan
Garam Beriodium;

20. Asli  1 (satu)  eksemplar surat  Nomor :  05/AIPGI/6/2020 tanggal  8
Juni 2020 perihal Kondisi sektor industri pengolahan garam;

21. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 04/AIPGI/3/2020 dan Nomor :
03/AIPGI/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Pengadaan garam
sebagai bahan baku industri;

22. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 02/AIPGI/II/2020 tanggal 10
Februari 2020 perihal Permohonan Audiensi tentang garam industri;

23. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 01/AIPGI/2/2020 tanggal 03
Februari 2020 perihal Persetujuan impor garam industri;

24. Asli  1  (satu)  lembar  surat  Nomor  :  11/AIPGI/12/2019 tanggal  11
Desember 2019 perihal Mohon waktu untuk audiensi;

25. Asli  1  (satu)  lembar  surat  Nomor  :  04/AIPGI/10/2019 tanggal  02
Oktober 2019 perihal Permohonan pembentukan lembaga sertifikasi
profesi sektor industri berbasis garam;

26. Asli  1 (satu) lembar surat Nomor : 03/AIPGI/7/2019 tangga22 Juli
2019 perihal Penandatangan MoU Penyerapan Garam Lokal 2019 /
2020;

27. Asli 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 01/AIPGI/1/2019 tanggal 22
Januari 2019 perihal Penyerapan Garam Tahun 2018;

28. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Nomor : AHU-0000740.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021
tentang  Persetujuan  Perubahan  Perkumpulan  Asosiasi  Industri
Pengguna Garam Indonesia;

29. Fotokopi  1 (satu)  eksemplar  Akta Nomor 01 tanggal  01-05- 2021
tentang  Pernyataan  Keputusan  Rapat  Perubahan  Pengurus  dan
Badan  Pengawas  “Perkumpulan  Assosiasi  Industri  Pengguna
Garam Indonesia”;

30. Fotokopi  1 (satu)  eksemplar  Akta Nomor 05 tanggal  30-08- 2016
tentang Pendirian Perkumpulan Assosiasi Industri Pengguna Garam
Indonesia;

31. 1 (satu) bundel dokumen Perkumpulan Assosiasi Industri Pengguna
Garam Indonesia periode tahun 2018.

20 1. 1 (satu)  Handphone  Samsung Galaxy  A7 warna Biru model  SM-
A750GN/DS  milik  Tony  Tanduk,  SN  :  RR8M10M350W,  IMEI  1:
355033100074675, IMEI 2: 355034100074673;

2. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S9 warna Hitam model SM-
G960F  milik  Tony  Tanduk,  SN:  RR8K20MRZJT,  IMEI  1:
356053090211896, IMEI 2: 356054090211894
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21 1. 1  (satu)  unit  Handphone  Asus  warna  Hitam  model  Z010D  milik
Buchari  Abdul  Kadir,  SN:  G6AXGF006084M3B,  IMEI  1:
353381075650660, IMEI 2: 353381075650678;

2. Akun Email: buchariak28@gmail.com pwd: Buchari2803! (gmail);
3. Akun Email: buchariak@yahoo.com pwd: Buchari2803! (yahoo)

22 1 (satu) unit  Handphone Samsung Galaxy M30S warna putih,  Nomor
model SM-M307F/DS, nomor serial RR8MC05P1BW, kartu sim Nomor:
087889412798, IMEI1: 351523110532500, IMEI2:351524110532508

dengan email: weslysamosir54@gmail.com
23 1. 29 (dua puluh sembilan) rangkap fotokopi dokumen Voucher Giro

PT Lestari  Alam Segar  tahun 2021 s/d  2022 dibayar  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Abadi;

2. 4 (empat) rangkap fotokopi dokumen Voucher Giro PT Lestari Alam
Segar tahun 2018 dibayar kepada PT Saltindo Perkasa;

3. 86 (Delapan puluh enam) rangkap fotokopi dokumen Voucher Giro
PT Lestari  Alam Segar  tahun 2016 s/d  2020 dibayar  kepada  PT
Cheetham Garam Indonesia;

4. 23  (dua puluh  tiga)  rangkap  fotokopi  dokumen Voucher  Giro  PT
Lestari  Alam  Segar  tahun  2016  s/d  2017  dibayar  kepada  PT
Sumatra Palm Raya;

5. 82 (Delapan puluh dua) rangkap fotokopi dokumen Voucher Giro PT
Lestari Alam Segar tahun 2016 s/d 2022 dibayar kepada PT Susanti
Megah

24 1. 1 (satu) lembar asli Data saldo awal dan saldo akhir garam periode
Juni 2016 – Juni 2022 (2418835 SALT, FINE, 30 mesh);

2. 1 (satu) lembar asli Data saldo awal dan saldo akhir garam periode
Juni 2016 – Juni 2022 (1956797 SALT, FINE, 60 mesh, IODIZED);

3. 1 (satu) lembar asli Data saldo awal dan saldo akhir garam periode
Juni 2016 – Juni 2022 (1958436 SALT, FINE, 80 mesh Non IODIZED;
2% ANTI CAKING).

25 1 1  (satu)  buah  Tas  koper  berwarna  hitam  bertulisan  Wesy  Coast
berisikan  Surat  Jalan  Distribusi  Garam  impor  tahun  2016  sampai
dengan tahun 2022 PT. Sumatraco Langgeng Makmur;

2 (dua) Lembar Laporan Realisasi Distribusi Garam Impor 2019 per 31
Desember 2019 (Aneka Pangan) PT. Sumatraco langgeng Makmur;

3 (dua)  lembar  Rencana  Distribusi  Garam  Industri  Tahun  2017  PT.
Sumatraco langgeng Makmur;

4 1 (satu) lembar List Impor PT. Sumatraco Langgeng Makmur Tahun
2016 tahun 2022;

5 (dua)  lembar  Lampiran  Surat  Nomor  0020/SW/XII/2017  tangga  16
Januari  2018  bertuliskan  Rencana  Distribusi  Garam  Industri  PT.
Sumatraco langgeng Makmur,

6 (tiga) Lembar Realisasi Distribusi Garam Impor Januari - Desember
2020 PT. Sumatraco langgeng Makmur,

7 (empat)  lembar  Realisasi  Distribusi  Garam  Impor  PT  Sumatraco
Langgeng  sampai  dengan  Juni  2022  Jumlah  Total  Termasuk
Tambahan Nama Relasi AD;

8 4 (empat)  lembar  Realisasi  Distribusi  Garam Impor  PT Sumatraco
Langgeng  Makmur  JUNI  2022  (SBY)  Jumlah  Total  Termasuk
Tambahan Nama Relasi Ada dibawah.

26 1 (satu) buah Handphone Iphone warna hitam model iPhone 12, Version
iOS  16.0.2,  kartu  sim  Nomor  Telpon  0811174694,  Serial  Number
FFXHP4V60F0X,  IMEI  351447851765717,  IMEI2  351447851979540,
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Model     Number     MGJA3PA/A,     ICCD 8962100117110139411,
MEID  35144785176571    (password  hp0802)  email
fredy_juwono@yahoo.com.

27 1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G warna hitam,
model  SM-F926B/DS,  nomor  serial  RFCR814GQ7P,  IMEI  (slot  1):
351014298612900, IMEI (slot 2): 352191248612906 beserta simcard:
0811907263 dan email samyong1604@gmail.com dengan password:
15Desember milik Sanny Wikodhiono;

2. 1  (satu)  folder  copy  file  laporan  dari  aplikasi  Exa  Software  PT
Sumatraco  Langgeng  Abadi  milik  Sanny  Wikodhiono  selaku  super
admin yang didalamnya berisi:
 Laporan penjualan;
 Laporan pembelian;
 Laporan kas;
 Laporan stok.

3. 1 (satu) folder Server dari windows server PT Sumatraco Langgeng
Abadi .

28 1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 8 Warna Pink Imei1:
358522089683990 Imei2: 358523089683998 berikut Simcard dengan
Nomor 0811307927;

2. 1  (satu)  buah  Flasdisk  Merk  Sandisk  Cruzer  Blade  64GB  Warna
Merah S/N: BN220558521J

3. 1  (satu)  buah  Hardisk  Eksternal  Merk  Seagate  1  TB  S/N:
NACGZ5RE.

29 1. 1 (satu) bundel tanda terima nota tagihan pembayaran garam dari
PT. Aneka Coffe Industri kepada Firma Sari Guna;

2. 1 (satu) bundel bukti penerimaan uang dari PT. Asahimas Flat Glass
Tbk kepada CV. Usaha Baru;

3. 1  (satu)  buah  buku  catatan  pembelian  garam  industri/impor  CV.
Usaha Baru dari PT. Sumatraco;

4. 1  (satu)  bundel  surat  jalan  pengiriman  garam  super  dari  PT.
Sumatraco ke CV.Usaha Baru;

5. 1  (satu)  bundel  surat  pesanan  garam  dari  CV.  Indo  Jaya  Putra
kepada CV. Usaha Baru;

6. 1  (satu)  buah  buku  catatan  pembelian  garam  Industri/Impor  CV.
Usaha Baru dari PT. Garindo Sejahtera Abadi;

7. 1 (satu) buah buku penjualan garam Import CV. Usaha Baru kepada
Pak Takim;

8. 1 (satu) map warna Hijau;
9. 1 (satu) bundel dokumen pembelian garam Impor UD Sari Segera

Utama kepada CV. Usaha Baru;
10. 1  (satu)  bundel  surat  perjanjian  jual  beli  garam antara  PT.  Mitra

Tunggal  Swakarsa  dengan  Haryanto  Sugiharto  atas  nama  CV.
Usaha Baru;

11. 1  (satu)  lembar  surat  penawaran  garam  Australia  Nomor:
1706/UB/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Aneka Cofee Industri
Sidoarjo;

12. 1 (satu) buah buku surat jalan Firma Sari Guna kepada PT. Aneka
Cofee Industri Sidoarjo;

13. 1 (satu) buah buku surat jalan 333 penjualan garam industri kepada
konsumen;

14. 1 (satu) buah buku sampul coklat nomor 1 surat jalan CV. Usaha
Baru penjualan garam Impor kepada konsumen;

15. 1 (satu) buah buku sampul coklat nomor 2 surat jalan CV. Usaha
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Baru penjualan garam Impor kepada konsumen;
16. 1 (satu) buah buku sampul coklat nomor 3 surat jalan CV. Usaha

Baru penjualan garam Impor kepada konsumen;
17. 1 (satu) buah buku sampul coklat nomor 4 surat jalan CV. Usaha

Baru penjualan garam Impor kepada konsumen;
18. 1 (satu) buah buku sampul coklat nomor 5 surat jalan CV. Usaha

Baru penjualan garam Impor kepada konsumen;
19. 1 (satu) buah buku sampul coklat nomor 6 surat jalan CV. Usaha

Baru penjualan garam Impor kepada konsumen;
20. 2 (dua) buah buku Paperline surat jalan CV. Usaha Baru penjualan

garam Impor kepada Konsumen;
21. 4  (empat)  lembar  dokuemen  purchase  order  PT.  Hasil  Abadi

Perdana dari Supplier CV. Usaha Baru;
22. 1 (satu) bundel tanda terima pembelian garam impor PT Suprama

ke CV. Usaha Baru;
23. 4 (empat)  lembar  surat  keterangan /izin  oprasional  dan mobilitas

kegiatan industri nomor: 01880 atas nama PT. Aneka Coffe industri;
24. 5  (lima)  lembar  surat  keterangan/izin  operasional  dan  mobilitas

kegiatan  industri  nomor:  12004  atas  nama  PT.  Surya  Pratista
Hutama;

25. 1 (satu) bundel surat pemesanan garam impor CV. Indo Jaya Putra
kepada CV. Usaha Baru;

26. 1 (satu) bundel dokumen penjualan garam impor dari PT. Garindo
kepada CV Usaha Baru;

27. (satu)  buah buku merek Sidu terkait  penjualan  garam Impor  CV.
Usaha Baru kepada Aneka Coffe;

28. (satu)  buah buku merek Sidu terkait  penjualan  garam Impor  CV.
Usaha  Baru  kepada  UD Hana  Cosmetik  dan  PT.  Asahimas  Flat
Glass. Tbk;

29. (satu) buah buku pembelian garam impor CV. Usaha Baru dari PT.
Garindo Sejahtera;

30. (tiga) lembar purchase order PT. Surya Pratista Hutama kepada CV.
Usaha Baru;

31. (satu)  lembar  surat  penawaran  garam  Australia  dari  Firma  Sari
Guna kepada PT. Suprama Sidoarjo;

32. 1  (satu)  lembar  surat  pernyataan  dari  Firma  sari  Guna  bahwa
Garam Australia mentah yang terbuat dari bahan yang bebas dari
genetik (bahasa Inggris);

33. 3  (tiga)  lembar  purchesing  order  PT.  Sasa  Inti  yang  ditujukan
kepada CV. Usaha Baru;

34. 2  (dua)  lembar  laporan  hasil  uji  garam  halus  PT.  Sumatraco
Langgeng Makmur;

35. 2  (dua)  lembar  surat  pengajuan  pembelian  garam  Nomor:
3004/UB/VI/17 tanggal 8 Juni 2017 dari CV. Usaha Baru kepada PT.
Garindo Sejahtera Abadi;

36. 1  (satu)  lembar  surat  penawaran  garam  Australia  nomor:
3101/UB/IV/2017 tanggal 17 April 2017 dari CV. Usaha Baru kepada
PT. Asahimas Flat Glass;

37. 1 (satu) bundel dokumen Firma Sari Guna;
38. (satu) lembar surat keterangan nomor 251/SLM/X/2020 tanggal 06

Oktober 2020 dari PT. Sumatraco Langgeng Makmur terkait dengan
pembelian garam ex Impor sebesar 500.000 kg;

39. 1 (satu) bundel surat jalan pembelian garam impor dari PT. Mitra
Tunggal Swakarsa kepada CV Usaha Baru;

40. (satu) amplop warna coklat besar dengan berisi satu bundel bukti
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pembelian garam impor dari PT. Garindo Sejahtera oleh CV. Usaha
Baru;

41. 1  (satu)  bundel  invoice  PT.  Mitra  Tunggal  Swakarsa  kepada
Haryanto (CV. Usaha Baru);

42. 1 (satu) kg sampel garam Impor halus dari CV. Usaha Baru;
43. 1 (satu) kg sampel garam Impor kasar dari CV. Usaha Baru;
44. 686 (enam ratus enam) sak (1 sak berisi 25 kg) garam halus super

(garam industri) diproduksi oleh PT. Sumatraco Langgeng Makmur
Surabaya, yang berada di dalam gudang CV. Usaha Baru di Jl. Ikan
Kerapu No.5, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya.

30 1. 1 (satu) lembar asli dokumen Purchase Order No. 2200448 tanggal
26-Jan-2022 To Firma Sari Guna;

2. 1  (satu)  lembar  asli  dokumen  Purchase  Order  No.  PO:
9140029131/9140009251  tanggal  10/11/2021  Kepada  Yth,  Firma
Sari Guna Kalianak Barat 65 A Surabaya 60178;

3. 1  (satu)  rangkap  asli  surat  jalan  SIL/2209/BJ0012  tanggal  01
September  2022  PT  Sumatraco  Langgeng  Makmur  kepada  Yth.
Mariani;

4. 1 (satu) buah asli buku merk Vision Design Laporan Kegiatan Kal;
5. 1 (satu) kg Sampel garam lokal yang sudah diolah di gudang Frima

Sariguna;
6. 1  (satu)  kg  Sampel  garam  lokal  baru  jadi/giling/oven  Firma

Sariguna;
7. 1  (satu)  kg  Sampel  garam  industri  yang  diperoleh  dari  PT

Sumatraco di gudang Firma Sariguna;
8. 240 (dua ratus empat puluh) sak (1 sak berisi 25 kg) garam halus

super  (garam  industri)  diproduksi  oleh  PT  Sumatraco  Langgeng
Makmur Surabaya 60183 – Indonesia.

31 1. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Januari tahun 2019

2. (satu) bundel laporan SO/DO PT. Sumatraco Langgeng Abadi bulan
Februari tahun 2019

3. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Maret tahun 201

4. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan April tahun 2019

5. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Mei tahun 2019

6. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Juni tahun 2019

7. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Juli tahun 2019

8. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Agustus tahun 2019

9. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan September tahun 2019

10. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Oktober tahun 2019

11. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan November tahun 2019

12. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Desember tahun 2019

13. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Januari tahun 2020 no. 1 s/d 146
1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
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bulan Februari tahun 2020 no. 1 s/d 149
14. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi

bulan Maret tahun 2020 no. 1 s/d 110
15. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi

bulan Maret tahun 2020 no. 111 s/d 179
1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan April tahun 2020 no. 1 s/d 125

16. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Mei tahun 2020 no. 1 s/d 86

17. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Juni tahun 2020 no. 1 s/d 107

18. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Juli tahun 2020 no. 1 s/d 124

19. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Agustus tahun 2020 no. 1 s/d 157

20. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan September tahun 2020 no. 1 s/d 159

21. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Oktober tahun 2020 no. 1 s/d 140

22. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan November tahun 2020 no. 1 s/d 163

23. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Desember tahun 2020 no. 1 s/d 149

24. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Januari tahun 2021 no. 1 s/d 161

25. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Februari tahun 2021 no. 1 s/d 153

26. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Maret tahun 2021 no. 1 s/d 168

27. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan April tahun 2021 no. 1 s/d 161

28. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Mei tahun 2021 no. 1 s/d 91

29. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Juni tahun 2021 no. 1 s/d 176

30. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Juli tahun 2021 no. 1 s/d 148

31. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Agustus tahun 2021 no. 1 s/d 134

32. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan September tahun 2021 no. 1 s/d 148

33. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan Oktober tahun 2021 no. 1 s/d 161

34. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
bulan November tahun 2021 no. 1 s/d 158

35. 1 (satu) bundel laporan SO/DO PT. Sumatraco Langgeng
36. Abadi bulan Desember tahun 2021 no. 1 s/d 154
37. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi

bulan Januari tahun 2022 no. 1 s/d 168
38. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi

bulan Februari tahun 2022 no. 1 s/d 183
39. 1  (satu)  bundel  laporan  SO/DO  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi

bulan Maret tahun 2022 no. 1 s/d 175.
40. 1  (satu)  buah  hardisk  500GB  S/N  WCC6Z2TL1RFR  (PC  Ratna

Nur).
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32 1  (satu)  Unit  Handphone  Samsung  A12  Warna  Hitam  Imei  1  :
353404721674502 Imei 2 : 356997701674505 berikut Simcard dengan
Nomor 08113181168

33 1. 1  (satu)  bungkus  Garam dengan  kemasan  Salt  Sumatraco berat
bersih 1 Kg yang diproduksi oleh PT Sumatraco Langgeng Makmur
yang diambil dari Ruang Staf Pemasaran PT Sumatraco Langgeng
Makmur;

2 2 (dua) bungkus Garam dengan kemasan Gunung Mas berat bersih
masing-masing  200  Gram  yang  diproduksi  oleh  PT  Sumatraco
Langgeng  Makmur  yang  diambil  dari  Ruang  Staf  Pemasaran PT
Sumatraco Langgeng Makmur;

3 2   (dua)  bungkus  Garam  dengan  kemasan  Sarcil  berat  bersih
masing-masing  200  Gram  yang  diproduksi  oleh  PT  Sumatraco
Langgeng  Makmur  yang  diambil  dari  Ruang  Staf  Pemasaran PT
Sumatraco Langgeng Makmur;

4 1  (satu)  bungkus  Garam  dengan  kemasan  mama  suka  garam
konsumsi beryodium berat bersih 250 Gram yang diproduksi oleh
PT Sumatraco Langgeng Makmur yang diambil dari Mesin Produksi
Kemasan PT Sumatraco Langgeng Makmur;

5 2 (dua) bungkus Garam Lokal tanpa merk yang diproduksi oleh PT
Sumatraco  Langgeng  Makmur  yang  diambil  dari  mesin  produksi
bahan baku PT Sumatraco Langgeng Makmur;

6 2 (dua) bungkus Garam Impor tanpa merk yang diproduksi oleh PT
Sumatraco  Langgeng  Makmur  yang  diambil  dari  mesin  produksi
bahan baku PT Sumatraco Langgeng Makmur;

7 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Kerjasama Jual Beli  Garam
Nomor : 0140/DFI-02/07/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 antara PT
Daesang  Food  Indonesia  dengan  PT  Sumatraco  Langgeng
Makmur;

8 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 07
Januari 2021;

9 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 11
Mei 2021;

10 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 12
April 2021;

11 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Karunia Alam Segar
kepada  PT Sumatraco  Langgeng  Makmur  tanggal  13  Desember
2021;

12 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Wings Surya kepada
PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 18 Februari 2019;

13 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian CPI Semarang Feedmill
kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 12 Maret 2019;

14 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Karunia Alam Segar
kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 26 Juli 2019;

15 1  (satu)  lembar  foto  copy  Purchase  Order  PT KaryaIndah  Alam
Sejahtera  Gawi  Oils  &  Fats  kepada  PT  Sumatraco  Langgeng
Makmur tanggal 07 Januari 2019;

16 1  (satu)  lembar  foto  copy  Purchase  Order  PT  Japfa  Comfeed
Indonesia Tbk kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 13
Mei 2019;

17 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Indofood CBP Sukses
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Makmur Tbk kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 25
November 2019;

18 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Heinz ABC Indonesia
kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 02 Mei 2019;

19 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Bamboe Indonesia
kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 02 Juli 2019;

20 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pesanan PT Ajinomoto Indonesia
kepada  PT Sumatraco  Langgeng  Makmur  tanggal  22 September
2022;

21 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Wings Surya kepada
PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 30 Agustus 2022;

22 1 (satu)  lembar foto copy Purchase Order PT Unilever  Indonesia
kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 13 April 2022;

23 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Tudung Putra Putri
Jaya  kepada  PT Sumatraco  Langgeng  Makmur  tanggal  14  April
2022;

24 1  (satu)  lembar  foto  copy  Purchase  Order  PT  Siantar  Top  Tbk
kepada  PT Sumatraco  Langgeng  Makmur  tanggal  29 September
2022;

25 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Wirifa Sakti kepada
PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 26 Agustus 2022;

26 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Harum Alam Segar
kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 24 Maret 2022;

27 1 (satu)  lembar  foto  copy Purchase  Order  PT Mitra  Alam Segar
kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 24 Maret 2022;

28 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Karunia Indah Abadi
kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 16 Maret 2022;

29 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Karunia Alam Segar
kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 23 Februari 2022;

30 1  (satu)  lembar  foto  copy  Purchase  Order  PT  Japfa  Comfeed
Indonesia  kepada  PT  Sumatraco  Langgeng  Makmur  tanggal  01
September 2022;

31 1  (satu)  lembar  foto  copy  Purchase  Order  PT  Japfa  Comfeed
Indonesia  kepada  PT  Sumatraco  Langgeng  Makmur  tanggal  27
September 2022;

32 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 16
Juni 2022;

33 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 17
Juni 2022;

34 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT Heinz ABC Indonesia
kepada  PT Sumatraco  Langgeng  Makmur  tanggal  02 September
2022;

35 1 (satu) Rangkap foto copy Purchase Order PT Ajinomoto Indonesia
kepada  PT Sumatraco  Langgeng  Makmur  tanggal  18  Desember
2019;

36 1 (satu) Rangkap foto copy Purchase Order PT Ajinomoto Indonesia
kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur tanggal 24 Februari 2020;

37 1 (satu) lembar Asli Order Pembelian (PO) tanggal 13 Oktober 2022
dengan nama Relasi Sumber Rubberindo;

38 1  (  satu  )  bundel  Asli  Delivery  Order  PT  Sumatraco  Langgeng
Makmur periode bulan Juni 2022;

39 1  (  satu  )  bundel  Asli  Delivery  Order  PT  Sumatraco  Langgeng
Makmur periode bulan Juli 2022;
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40 1  (  satu  )  bundel  Asli  Delivery  Order  PT  Sumatraco  Langgeng
Makmur periode bulan Agustus 2022;

41 1  (  satu  )  bundel  Asli  Delivery  Order  PT  Sumatraco  Langgeng
Makmur periode bulan September 2022;

42 1  (  satu  )  bundel  Asli  Delivery  Order  PT  Sumatraco  Langgeng
Makmur periode bulan Oktober 2022;

43 1 ( satu ) bundel Asli Surat Jalan PT Sumatraco Langgeng Makmur
periode  bulan  Januari,  Februari,  Maret,  April,  Mei,  Juni,  Juli,
Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2018;

44 1 ( satu ) bundel Asli Surat Jalan PT Sumatraco Langgeng Makmur
periode bulan Januari,  Februari,  April,  Mei,  Juni,  Juli,  September,
Oktober, November, Desember Tahun 2019;

45 1 ( satu ) bundel Asli Surat Jalan PT Sumatraco Langgeng Makmur
periode  bulan  Januari,  Februari,  Maret,  April,  Mei,  Juni,  Juli,
Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2020;

46 1 ( satu ) bundel Asli Surat Jalan PT Sumatraco Langgeng Makmur
periode  bulan  Januari,  Februari,  Maret,  April,  Mei,  Juni,  Juli,
Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2021

34 1. 1 (satu) lembar data pembelian garam periode tahun 2016 - 2022;
2. 1 (satu)  lembar  data lokasi  pabrik  PT.  Indofood Sukses Makmur.

Tbk;
3. 1  (satu)  lembar  data  general  summary  –  spec  garam  indofood

group;
4. 1 (satu) bundel fotocopy surat nomor : 018/CC/IV/2018 tanggal 10

April 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Impor Garam Industri.
35 1. 1 (Satu) rangkap fotocopy dokumen akta PKR perubahan Anggaran

Dasar Perseroan tanggal 10-03 2021 nomor 01 notaris Mohammad
Thoha, S.H., M.Kn.

2. 1 (satu)  lembar  fotocopy keputusan Menteri  hukum dan hak asasi
Manusia  Nomor  :  AHU-0016216.AH.01.02  Tahun  2021  Tentang
Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  Terbatas  PT
Sumatraco Langgeng Makmur;

3. 1 (Satu)  lembar  fotocopy Lampiran keputusan Menteri  hukum dan
hak  asasi  manusia  RI  nomor  AHU-0016216.AH.01.02  tahun  2021
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT Sumatraco Langgeng Makmur;

4. 1 (satu)  rangkap fotocopy Laporan realisasi  distribusi  garam impor
2019 per 31 Desember 2019 (aneka Pangan);

5. 1 (satu)  rangkap fotocopy realisasi  distribusi  garam impor Januari-
Desember 2020;

6. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  realisasi  distribusi  garam  impor  PT
Sumatraco Langgeng Makmur tahun 2021-Juni 2022 (SBY)

36 1 (satu) eksemplar dokumen rincian transaksi keuangan AIPGI dengan
Nomor rekening: 127-5555551.

37 1. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  surat  Nomor:  23/IKFT/REK-
GARAM/I/2021  tanggal  26  Januari  2021  perihal  Rekomendasi
Persetujuan  Impor  Komoditas  Pergaraman  Industri  Aneka  Pangan
kepada  PT.  Sumatraco  Langgeng  Makmur  sebanyak  110.000  ton
(Januari – Desember 2021);

2. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  surat  Nomor:  73/IKFT/REK-
GARAM/I/2020  tanggal  5  Nopember  2020  perihal  Rekomendasi
Persetujuan  Impor  Komoditas  Pergaraman  Industri  Aneka  Pangan
kepada  PT.  Sumatraco  Langgeng  Makmur  sebanyak  18.000  ton
(Oktober – Desember 2020);
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3. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  surat  Nomor:  63/IKFT/REK-
GARAM/I/2020  tanggal  3  Juni  2020  perihal  Rekomendasi
Persetujuan  Impor  Komoditas  Pergaraman  Industri  kepada  PT.
Sumatraco Langgeng Makmur sebanyak 60.000 ton (Mei Desember
2020);

4. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  surat  Nomor:  32/IKFT/REK-
GARAM/I/2020  tanggal  14  Januari  2020  perihal  Rekomendasi
Persetujuan  Impor  Komoditas  Pergaraman  Industri  kepada  PT.
Sumatraco  Langgeng  Makmur  sebanyak  100.000  ton  (januari  –
desember 2020);

5. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  surat  Nomor:  26/IKFT/REK-
GARAM/I/2020  tanggal  13  Januari  2020  perihal  Rekomendasi
Persetujuan  Impor  Komoditas  Pergaraman  Industri  Aneka  Pangan
kepada  CV.  Anugrah  Sinar  Laut  sebanyak  10.000  ton  (Januari  –
Desember 2020);

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy petikan Keputusan Presiden RI Nomor:
126/TPA Tahun 2019 atas nama Ir. Muhammad Khayam, MT sebagai
Direktur  Jenderal  Industri  kimia,  farmasi  dan  tekstil  kementrian
perindustrian;

7. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Perindustrian Nomor:
129/M-IND/Kep/3/2014  tentang  pengangkatan,  pemindahan  dan
pemberhentian  para  pejabat  eselon  II  di  Lingkungan  Kementrian
Perindustrian  atas  nama  Ir.  Muhammad  Khayam,  MT  sebagai
Direktur Industri Kimia Dasar pada Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur;

8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Perindustrian Nomor
978  Tahun  2018  tentang  Pemberhentian,  pemindahan  dan
pengangkatan  pejabat  pimpinan  tinggi  pratama  di  lingkungan
Kementrian  Perindustrian  atas  nama  Ir.  Muhammad  Khayam,  MT
sebagai  Sekretaris  Direktorat  Jenderal  Industri  Kimia,  Farmasi  dan
Tekstil.

38 1. (dua) lembar Dafrat Purchasing Order ke PT Sumatraco Langgeng
Makmur periode 2019-2022;

2 1 (satu)   bundel   Purchasing   Order   ke PT Sumatraco
Langgeng Makmur tahun 2019-2022;

3 (satu) lembar Dafrat Purchasing Order ke PT Sumatraco Langgeng
Abadi periode 2019-2022;

4 1 (satu)   bundel   Purchasing   Order   ke PT  Sumatraco
Langgeng Abadi tahun 2019 – 2022

39 1. 1 (satu) rangkap asli dokumen lampiran C Barang Appendix C Goods;
2. 1 (satu)  rangkap asli  dokumen daftar  purchase order  (PO) ke PT.

Sumatraco Periode 2019 s/d 2022;
3. 1 (satu) bundel fotocopy rekapan PO dan faktur pajak periode tahun

2019;
4. 1 (satu) bundel fotocopy rekapan PO dan faktur pajak periode tahun

2020;
5. 1 (satu) bundel fotocopy rekapan PO dan faktur pajak periode tahun

2021;
6. 1 (satu) bundel fotocopy rekapan PO dan faktur pajak periode tahun

2022.
40 1. 1  (satu)  lembar  surat  pernyataan  tanggal  15  oktober  2022  dari

Tjendikiawan Aluwi selaku Direktur PT Artha Karya Utama;
2. 1  (satu)  lembar  surat  Kuasa  nomor:  001/Kuasa/MNJ.AKU/X/2022

tanggal 17 Oktober 2022 dari Tjendikiawan Aluwi selaku Direktur PT
Artha Karya Utama kepada Safaat selaku Manager Produksi PT Artha

Halaman 36 Putusan perkara Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Utama;
3. 1 (satu) lembar daftar Purchase Order (PO) Garam dari 2019-2022

PT Artha Karya Utama tanggal 17 Oktober 2022 ditandatangani oleh
Tjendikiawan Aluwi selaku Direktur PT Artha Karya Utama.

41 1 (satu) bundel daftar purchase order (PO) PT Cheil Jedang Indonesia
ke  PT  Sumatraco  periode  2019  s/d  2022  beserta  dokumen  bukti
purchase order (PO).

42 1. 2  (dua)  lembar  daftar  purchase  order  (PO)  ke  PT  Sumatraco
Langgeng  Makmur  tahun  2019,2020  dan  2021  dari  PT Matahari
Sakti;

2. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Nomor 014/MS/LD.SK/X/2022 tanggal
18 Oktober 2022 dari Puspita Prijadi kepada Yhnoi Kartika Liwem;

3. 1 (satu) bundel Purchase Order (PO) dan bukti pembayaran Garam
PT Matahari  Sakti  kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur dari
2019, 2020, 2021 dan 2022.

43 1. 1 (satu)  lembar foto copy list  pembelian garam PT. Cj  Feed And
Care-Serang Factory Periode 2019-2022;

2. 1 (satu) rangkap foto copy hasil uji lab (Dasep Hermat/Feed Serang
Plant/2022-10-19 17:56:20);

3. 1  (satu)  bundel  fotocopy  beserta  data  pendukung  transaksi
pembayaran garam PT. CJ Feed And Care Indonesia- Serang Plant
ke PT. Sumatraco (Clearing Date);

4. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Purchase Order (PO) Garam PT. CJ
Feed & Care Indonesia-Serang Plant ke PT Sumatraco Langgeng
Abadi Periode 2019-2022 beserta PO.

44 1. 1 (satu) bendel daftar Purchase Order (PO) PT Sinta Prima Feedmill
ke PT Sumatraco Langgeng Abadi periode 2021 s/d 2022 beserta
dokumen bukti Purchase Order (PO).

45 1. 1 (satu) lembar asli daftar Purchase Order (PO) ke PT Sumatraco
Langgeng  Makmur  tahun  2019,2020,  2021  dan  2022  dari  PT
Megasurya Mas;

2. 1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order (PO) Garam, Pembayaran
dan  Pajak  PT Megasurya  Mas kepada  PT Sumatraco  Langgeng
Makmur dari 2019, 2020, 2021 dan 2022.

46 1 (tiga) lembar fotocopy daftar purchase order (PO) ke PT Sumatraco
Langgeng  Abadi  tahun  2019,2020,  2021  dan  2022  dari  PT Bina
Karya Prima;

2 1 (satu) bundel Purchase Order (PO) Garam PT Bina Karya Prima
kepada PT Sumatraco Langgeng Abadi dari 2019, 2020, 2021 dan
2022;

3 1 (satu)    bundel    bukti    pembayaran   garam   dari    tahun
2019,2020,2021 dan 2022 dari  PT Bina  Karya Prima kepada PT
Sumatraco Langgeng Abadi;

4 (tiga)  lembar  daftar  purchase  order  (PO)  ke  PT  Sumatraco
Langgeng Makmur tahun 2019,2020, 2021 dan 2022 dari PT Bina
Karya Prima;

5 1  (satu)  bundel  fotocopy  Purchase  Order  (PO)  Garam  PT  Bina
Karya Prima kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur dari 2019,
2020, 2021 dan 2022;

6 1 (satu) bundel bukti pembayaran garam dari tahun 2019,2020,2021
dan  2022  dari  PT  Bina  Karya  Prima  kepada  PT  Sumatraco
Langgeng Makmur.

47 1. 1  (satu)  lembar  Daftar  Purchase  Order  (PO)  ke  PT  Sumatraco
periode 2019 s/d 2022;
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2. 1 (satu) bendel Purchase Order (PO) dan Pembayaran PT. South
Pacific Viscouse ke PT Sumatraco Langgeng Abadi 2019

3. 1 (satu) bendel Purchase Order (PO) dan Pembayaran PT. South
Pacific Viscouse ke PT Sumatraco Langgeng Abadi 2020

4. 1 (satu) bendel Purchase Order (PO) dan Pembayaran PT. South
Pacific Viscouse ke PT Sumatraco Langgeng Abadi 2021

5. 1 (satu) bendel Purchase Order (PO) dan Pembayaran PT. South
Pacific Viscouse ke PT Sumatraco Langgeng Abadi 2022.

48 1. 1  (satu)  lembar  daftar  purchase  order  (PO)  ke  PT  Sumatraco
Langgeng Abadi tahun 2019,2020, 2021 dan 2022 dari  PT Dover
Chemical;

2. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor: 0493/DCM/X/2022 tanggal
25  Oktober  2022  dari  Ng  Sheng  Cheng  kepada  Adityo  Renanto
Wibowo;

3. 1  (satu)  lembar  fotocopy  specificaion  garam  dari  PT  Sumatraco
Langgeng Makmur

4. 1  (satu)  bundel  fotocopy  Purchase  Order  (PO)  dan  bukti
pembayaran  garam  PT  Dover  Chemical  kepada  PT  Sumatraco
Langgeng Abadi dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.

49 1. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat jalan
PT Sumatraco Langgeng Makmur periode Tahun 2019;

2. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat jalan
PT Sumatraco Langgeng Makmur periode Tahun 2020;

3. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat jalan
PT Sumatraco Langgeng Makmur periode Tahun 2021;

4. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat jalan
PT Sumatraco Langgeng Makmur periode Tahun 2022;

5. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perjanjian jual beli  garam Nomor:
162/SPJG-IG/IX/2017 tanggal 18 September 2017;

6. 1 (satu) rangkap fotocopy bukti transfer dan tagihan dari PT Garindo
Sejahtera Abadi;

7. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  tagihan  dan  kwitansi  dari  PT  Mitra
Tunggal Swakarsa.

50 1 (dua)  lembar  daftar  Purchase  Order  (PO)  ke  PT  Sumatraco
Langgeng Makmur tahun 2019,2020, 2021 dan 2022 dari PT Suri
Tani Pemuka;

2 (dua)  lembar  daftar  Purchase  Order  (PO)  ke  PT  Sumatraco
Langgeng Abadi tahun 2019,2020, 2021 dan 2022 dari PT Suri Tani
Pemuka;

3 1 (satu) lembar Specificaion garam dari PT Suri Tani Pemuka;
4 1  (satu)  bundel  fotocopy  Purchase  Order  (PO)  dan  bukti

pembayaran Garam PT Suri  Tani  Pemuka kepada PT Sumatraco
Langgeng Abadi dari 2019, 2020, 2021 dan 2022;

5 1  (satu)  bundel  fotocopy  Purchase  Order  (PO)  dan  bukti
pembayaran Garam PT Suri Tani Pemuka. kepada PT Sumatraco
Langgeng Makmur dari 2019, 2020, 2021 dan 2022.

51 1. 1 (satu) lembar Spesifikasi Material No. Dok: NE – Spec 2.1 tanggal
18 Juni 2012;

2. 1 (satu) bundel fotocopy daftar pembelian garam Purchase Order
(PO) dan bukti pembayaran Garam PT Ajinomoto Indonesia pabrik
di Mojokerto kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur dari 2019,
2020, 2021 dan 2022;

3. 1 (satu) bundel fotocopy daftar pembelian garam Purchase Order
(PO) dan bukti pembayaran Garam PT Ajinomoto Indonesia pabrik
di Karawang kepada PT Sumatraco Langgeng Makmur dari, 2020,
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2021 dan 2022;
52 1. 1   (satu)   lembar   Daftar   Purchase   Order (PO)  ke  PT

Sumatraco periode 2019;
2. 1 (satu) bendel Purchase Order beserta pembayaran.

53 1. 1  (satu)  jepitan  fotocopy  dokumen  Nota  Dinas  No:
1064/IA.1/IND/VIII/2022  hal  laporan  rapat  persiapan
penandatanganan nota kesepahaman penyerapan garam lokal;

2. 1  (satu)  jepitan  fotocopy  dokumen  dasar  penetapan  perusahaan
yang orientasi ekspor;

3. 1  (satu)  jepitan  fotocopy  dokumen  berjudul  data  legalitas
kewenangan Ditjen Agro dan Ditjen IKFT terkait impor garam;

4. 1  (satu)  jepitan  fotocopy  dokumen  lembar  disposisi  kode:
233/EXT/M/2017 OL tanggal  03-03-2017 Nomor:  08/AIPGI/3/2017
tanggal 02-03-2017, asal surat: Asosiasi Industri Pengguna Garam
Indonesia, perihal kritis stok garam untuk industri;

5. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen lembar disposisi surat: Direktorat
Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Nomor: 141/IKTA/5/2018
tanggal 17-05-2018 perihal rekomendasi impor garam industri tahun
2018, Nomor: 1133 diterima tanggal 18-05-2018;

6. 1  (satu)  jepitan  fotocopy  dokumen  lembar  disposisi  surat:  MP-
Kemenko  Bidang  Perekonomian,  Nomor:  Tan  01-
668/Ses.M.EKON/11/2019  tanggal  surat  11-11-2019,  perihal
penyampaian  risalah  rapat  koordinasi  terbatas  pembahasan
kebijakan garam tahun 2019, Nomor: 2249 diterima tanggal 27-11-
2019;

7. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen lembar disposisi surat: Direktorat
Jenderal  Industri  Kimia,  Tekstil  dan  Aneka,  Nomor:  B/871/M-
IND/IND/XII/2020  tanggal  surat  03-12-2020,  perihal  kebutuhan
impor  komoditas  pergaraman  industri  tahun  2021,  Nomor:  2254
diterima tanggal 07-12-2020;

8. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen lembar disposisi surat: Direktur
Jenderal  Industri  Kimia,  Farmasi  dan  Tekstil,  Nomor:
547/IKFT/IND/XII/2021  tanggal  surat  15-12-2021,  perihal  estimasi
kebutuhan komoditas pergaraman tahun 2022 dan pasokan garam
lokal, Nomor: 2247 diterima tanggal 17-12-2021.

54 1 4 (empat) lembar daftar purchase Order PT Bahari Makmur Sejati
ke PT Sumatraco Langgeng Abadi dari tahun 2019 sampai dengan
2022;

2 1 Lembar Surat Kuasa tanggal 25 oktober 2022 PT Bahari Makmur
Sejati  dari  Henry  Hidayat  selaku  direktur  kepada  Keshi  selaku
Manager Oprasional;

3 1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order (PO) PT Bahari Makmur
Sejati  kepada PT Sumatraco Langgeng Abadi  tahun 2019,  2020,
2021 dan 2022;

4 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer PT Bahari Makmur Sejati ke
PT Sumatraco Langgeng Abadi dari tahun 2019,  2020,  2021 dan
2022.

55 1. 1 (satu) lembar surat tugas atas nama Widhi Nova Prasetya dari
Goey Eddy Gunawan Direktur PT Surya Pratista Hutama;

2 (  dua)  lembar  daftar  Purchase  Order  (PO)  PT  Surya  Pratista
Hutama ke PT Sumatraco Periode 2019 s/d 2022;

3. 1  (satu)  lembar  fotocopy  daftar  Purchase  Order  (PO)  PT Surya
Pratista Hutama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

4. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar terima barang PT Surya Pratista
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Hutama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
5. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  daftar  pembayaran  PT Surya  Pratista

Hutama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
6. 1 (satu) bundel asli Purchase Order, bukti pembayaran, surat bukti

penerimaan  barang,  surat  jalan,  faktur  pajak  PT  Surya  Pratista
Hutama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

56 1. 1 (satu) bundel berisi daftar Purchase Order dan bukti pembayaran
PT Panggung Anekaboga ke PT Sumatraco Langgeng Abadi dari
tahun 2019 sampai dengan 2022;

2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2022 PT Panggung
Anekaboga  dari  Choo  Han  selaku  Direktur  kepada  Wisnu  Arifin
selaku Manager Pembelian.

57 1) 1  (satu)  rangkap  dokumen  lembar  disposisi  Direktorat  Jenderal
Industri  kimia,  Farmasi  dan  tekstil  Direktorat  Industri  Kimia  Hulu
NomorAgenda:  1431,  tanggal  26-09-2022  asal:  Plt.  Dirjen  IKFT
Nomor:  433/IKFT/IND/IX/2022,  isi  ringkas:  Perubahan  Rencana
Kebutuhan  Industri  (RKI)  Komoditas  Pergaraman  Industri  Tahun
2022;

2) 1  (satu)  rangkap  dokumen  lembar  disposisi  Direktorat  Jenderal
Industri  Kimia,  Farmasi  dan Tekstil  Direktorat  Industri  Kimia  Hulu
Nomor Agenda: UND 759, tanggal 09-09- 2022 asal: Plt. Dirjen IKFT
Nomor:  B/434/IKFT/PR/IX/2022  tanggal  08-09-2022,  isi  ringkas:
Undangan  Permohonan  Narasumber  FGD  Neraca  Komoditas
Sektor  Industri  Kimia,  Farmasi,  dan  Tekstil  pada  Selasa,  13
September 2022 pukul 09.00 WIB-selesai di The Trans Luxury Hotel
Bandung atau via zoom;

3) 1 (satu) buah map motif batik yang didalamnya berisi dokumen:
a. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Alokasi

dan Realisasi Impor Garam Industri Tahun 2018;
b. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen

pelaksanaan verifikasi stok garam tahun 2019;
c. 1  (satu)  lembar  fotocopy  dokumen  stok  garam  di  industri

pengolah dan pengguna;
4) 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Direktorat  Jenderal  Industri

Kimia, Tekstil dan Aneka Nomor: 904/IKTA.2/7/2018 tanggal 24 Juli
2018 hal undangan rapat;

5) 1 (satu) buah map berwarna biru yang di dalamnya berisi dokumen:
a. 1 (satu) buah asli buku katalog produk bertuliskan “Garam Meja

Daun”;
b. 1 (satu) buah asli buku katalog produk bertuliskan “Refined Salt

Refina garam meja 1st Indonesian Refined Salt”;
c. 1  (satu)  buah  asli  laporan  akhir  Pemetaan  Kebutuhan  Garam

Industri  selain  dari  Impor  PT  Sucofindo  (persero)  November
2021;

d. 1 (satu) lembar surat pending Matters IKHL-Garam;
e. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Direktorat jenderal Industri

Kimia, Farmasi dan Tekstil Nomor: 444/IKFT.2/IV/2019 tanggal 1
April  2019  hal  undangan  rapat  acara:  2.  Pembahasan
Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perizinan  Dan
Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret
Nondaftar;

f. 1 (satu) lembar fotocopy surat memo dinas Direktorat  jenderal
Industri  Kimia,  Farmasi  dan Tekstil  Nomor:  450/IKFT.2/IV/2019
tanggal 2 April  2019 hal:  Penyampaian Usulan Pagu Anggaran
BMDTP Tahun Anggaran 2020 Sektor Industri Kimia Hulu;
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g. 1 (satu) rangkap dokumen Standar nasional Indonesia (SNI) SNI
8207:2016  bertuliskan  Garam  Industri  Aneka  Pangan  Badan
Standarisasi Nasional (BSN);

h. 1 (satu) lembar catatan tulis tangan berisi “1. Sistim, 2. UPG -
perlu lebih detil distribusinya, untuk kebutuhan apa, kontraknya”;

i. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  hasil  verifikasi  Sucofindo
dalam rangka rencana kebutuhan impor komoditas pergaraman
Industri  sebagai  bahan  baku  dan  bahan  penolong  industri
Jakarta, Februari 2019;

j. 1 (satu)  rangkap fotocopy dokumen jumlah penyerapan garam
lokal  tahun  2018  dan  alokasi  dan  realisasi  impor  dan
penggunaan garam industri 2018;

k. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan
Aneka  Nomor:  894/IKTA.2/7/2018  tanggal  23  Juli  2018  hal
undangan rapat acara: 1. Optimalisasi Penyerapan Garam Lokal
Melalui  Gudang Garam Nasional (volume, mutu dan harga), 2.
Pemenuhan Kebutuhan Garam Industri dan Garam Konsumsi;

l. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan
Aneka  Nomor:  832/IKTA.2/7/2018  tanggal  06  Juli  2018  hal
undangan rapat acara: Penyiapan Justifikasi Terkait Urgensi dari
Penerbitan Undang- Undang tentang Bahan Kimia;

m. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan
Aneka  Nomor:  759/IKTA.2/6/2018  tanggal  26  Juni  2018  hal
undangan  rapat  acara:  Penyusunan  Peraturan  Menteri
Perindustrian tentang Bahan Kimia Daftar;

n. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan
Aneka  Nomor:  809/IKTA.2/7/2018  tanggal  04  Juli  2018  hal
undangan rapat acara: Penyiapan Justifikasi Terkait Urgensi dari
Penerbitan Undang- Undang tentang Bahan Kimia;

o. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan
Aneka  Nomor:  803/IKTA.2/7/2018  tanggal  03  Juli  2018  hal
undangan  rapat  acara:  1.  Pengembangan  Gudang  Garam
Nasional, 2. Realisasi Penyerapan Garam Lokal, 3. Hal-hal yang
berkembang dalam rapat;

p. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan
Aneka  Nomor:  748/IKTA.2/6/2018  tanggal  25  Juni  2018  hal
undangan rapat acara: Penyiapan Justifikasi Terkait Urgensi dari
Penerbitan Undang- Undang tentang Bahan Kimia;

q. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan
Aneka  Nomor:  546/IKTA.2/5/2018  tanggal  17  Mei  2018  hal
undangan rapat acara: Evaluasi Kinerja Direktorat Industri Kimia
Hulu, triwulan I;

r. 1 (satu) rangkap fotocopy surat lembar disposisi Dirjen Industri
Kimia, Tekstil dan Aneka Nomor agenda: UND 349 tanggal 16-
05-2018,  Nomor:  904/SJ-IND.5/2018  tanggal  15-05-2018  isi
ringkas:  Permohonan Narasumber  Bimbingan  Tekhnis  Petugas
Unit Pelayanan Publik tanggal 21 Mei - 27 Juni 2018;

s. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan
Aneka  Nomor:  545/IKTA.2/5/2018  tanggal  17  Mei  2018  hal
undangan rapat acara: Pembahasan Awal Program TA 2019-I.

6) 1  (satu)  lembar  asli  surat  kuitansi  Nomor:  036  telah  terima  dari
AIPGI  uang sejumlah Dua puluh delapan  juta  untuk pembayaran
Qurban  2022/1443  H  Bendahara  Qurban  Ditjen  IKFT  2022
Fazriansyah;

7) 1  (satu)  buah  buku  Kementerian  Perindustrian  RI  Direktorat
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Jenderal Basis Industri manufaktur “Laporan Kegiatan Penyusunan,
Revisi, dan monitoring SNI produk Industri Kimia Dasar;

8) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Notulen rapat tanggal 6 agustus
2019  perihal:  Penandatanganan  Nota  Kesepahaman  Penyerapan
Garam Lokal tahun 2019;

9) 1  (satu)  buah  buku  Direktorat  industri  Kimia  Hulu  Dirjen  Industri
Kimia, Farmasi, dan Tekstil tahun 2020 “Laporan Akhir Penumbuhan
dan Pengembangan Industri Garam Industri”

10) 1 (satu) buah buku “Laporan Akhir  Analisa Kemampuan Produksi
dan  Kebutuhan  Dalam  Negeri  Untuk  Penyusunan  Neraca
Komoditas Garam Industri” Tahun 2022 PT Sucofindo;

11) 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Pointer  bahan  Dirjen  IKFT
dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri BUMN I tanggapan
usulan PT garam masuk dalam holding BUMN Pangan;

12) 1 (satu) rangkap dokumen print out slide rapat pembahasan dengan
Wakil Menteri BUMN I (rencana PT garam (persero) masuk dalam
holding BUMN Industri  Pangan Dirjen Industri  Kimia Farmasi  dan
Tekstil Jakarta 02 Agustus 2021;

13) 1 (satu) rangkap dokumen print out slide presentasi laporan akhir
analisis  kemampuan produksi  dan kebutuhan dalam negeri  untuk
penyusunan neraca komoditas garam industri tahun 2022, Jakarta
26 September 2022;

14) 1 (satu)  rangkap dokumen lembar  disposisi  Dirjen  Industri  Kimia,
Farmasi  dan Tekstil  Direktorat  Industri  kimia Hulu  Nomor Agenda
UND  610  tanggal  05-08-2022  Nomor:  Und.490/Marves/08/2022
tanggal  04-08-2022  isi  ringkas:  Rapat  Pra  Ratas  Ketahanan
Pangan,  Senin,  8  agustus  2022  pukul  14.00  WIB  agenda:
Peningkatan  Daya  Saing  Garam  Rakyat  Untuk  Memenuhi
Kebutuhan Garam Industri Aneka Pangan;

15) 1  (satu)  rangkap  dokumen  fotocopy  slide  pemetaan  kebutuhan
garam industri selain dari impor, Jumat 10 September 2021;

16) 1  (satu)  bundel  dokumen  Penyusunan  Skema  Usaha  Industri
Garam  Industri  Kementerian  Perindustrian  Republik  Indonesia,
Direktorat  Industri  kimia  hulu  Ditjen  Industri  Kimia,  Farmasi  dan
Tekstil Kementerian Perindustrian RI 2019;

17) 1  (satu)  lembar  surat  Ditjen  Industri  Kimia,  Farmasi  dan  Tekstil
Nomor:  B/873/IKFT.2/IND/VII/2020  tanggal  21  Juli  2020  hal:
Tanggapan Permohonan Alokasi Kuota Impor Garam Himalaya;

18) 1  (satu)  bundel  Laporan  Akhir  Kegiatan  Penumbuhan  dan
Pengembangan industri Garam Industri Kementerian Perindustrian
Republik  Indonesia,  Direktorat  Industri  Kimia  Hulu  Ditjen  Industri
Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI 2019;

19) 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  pointer  bahan  Menteri
Perindustrian dalam rapat koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman
dan Investasi pembahasan pengaturan importasi garam;

20) 1 (satu) jepitan yang terdiri dari 10 map bermotif batik warna putih
bertuliskan  “Perusahaan  PT Budiono  Madura  Bangun  Persada  –
Petani  garam”  yang  isi  di  dalam  map  surat  nota  kesepahaman
penyerapan garam lokal;

21) 1 (satu) jepitan yang terdiri dari 15 map bermotif batik warna putih
bertuliskan “Perusahaan PT Kusuma tirta perkasa – Petani garam”
yang isi di dalam map surat nota kesepahaman penyerapan garam
lokal;

22) 1 (satu) buah buku agenda warna biru bertuliskan Ferrostaal;
23) 1 (satu) buah buku catatan warna hitam “pocket Diary” 2019;
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24) 1 (satu) buah buku catatan warna hitam “pocket Diary” 2020;
25) 1  (satu)  buah  map  bermotif  batik  warna  putih  bertuliskan

“Perusahaan PT Budiono Madura Bangun Persada – Petani garam
H. Gafur” yang isi di dalam map berupa surat nota kesepahaman
penyerapan garam lokal;

26) 1 (satu) jepitan yang terdiri dari 15 map bermotif batik warna putih
bertuliskan “Perusahaan PT Garsindo Anugerah sejahtera – Petani
Garam Ahmad  Dewa”  yang  isi  di  dalam  map  berupa  surat  nota
kesepahaman penyerapan garam lokal;

27) 1  (satu)  rangkap  dokumen  lembar  disposisi  Direktorat  Jenderal
Industri  Kimia,  Tekstil  dan  Aneka  Direktorat  Industri  Kimia  Hulu
Nomor  Agenda:  173  Tanggal  23-01-2019  asal  Asosiasi  Industri
Pengguna  Garam  indonesia  (AIPGI)  nomor:  01/AIPGI/1/2019
tanggal 22-01-2019 isi ringkas: Penyerapan Garam Tahun 2018;

28) 1  (satu)  rangkap  dokumen  lembar  disposisi  Direktorat  Jenderal
Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Direktorat Industri Kimia Hulu no
agenda  16  Tanggal  04-01-2019  asal:  Asdep  Peternakan  dan
Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:
S-01/D.II.M.EKON.2/01/2019 tanggal 03-01-2019 isi ringkas: risalah
rapat  koordinasi  pembahasan  persiapan  pelaksanaan  verifikasi
lapangan terhadap stok garam akhir tahun 2018;

29) 1  (satu)  rangkap  dokumen  lembar  disposisi  Direktorat  Jenderal
Industri  Kimia,  Tekstil  dan  Aneka  Direktorat  Industri  Kimia  Hulu
nomor agenda 05 Tanggal 02-01-2019 asal: PT Sulfindo Adiusaha
nomor:  -  tanggal  02-01-2019  isi  ringkas:  Rencana  Impor  Garam
Industri Kebutuhan Tahun 2019 - PT Sulfindo Adiusaha;

30) 1  (satu)  rangkap  dokumen  lembar  disposisi  Direktorat  Jenderal
Industri Kimia, Tekstil dan Aneka surat dari: PT Sulfindo Adiusaha
nomor surat: 05, tanggal 02-01-2019 perihal: rencana impor garam
industri  kebutuhan  tahun  2019  nomor  agenda:  02/DJ  diterima
tanggal 03-01-2019;

31) 1  (satu)  rangkap  dokumen  lembar  disposisi  Direktorat  Jenderal
Industri Kimia, Tekstil dan Aneka surat dari: PT Sulfindo Adiusaha
Nomor  surat:  -  tanggal  26-12-2018  perihal:  Permohonan
Rekomendasi Impor Garam Industri Kebutuhan Tahun 2019 nomor
agenda: 305/DJ diterima tanggal 28-12-2018;

32) 1 (satu)  rangkap dokumen rekapitulasi  produksi  dan bahan baku
garam perusahaan industri update 08-feb-19;

33) 1 (satu)  rangkap dokumen rekapitulasi  rekomendasi  impor garam
industri 2019;

34) 1 (satu) rangkap dokumen Jumlah penyerapan garam lokal tahun
2018;

35) 1 (satu) lembar data produksi garam Indonesia tahun 2015;
36) 1  (satu)  rangkap  dokumen  lembar  disposisi  Direktorat  Jenderal

Industri Kimia, Tekstil dan Aneka surat dari: Dirjen IKFT nomor surat:
01/IKFT/I/2018 tanggal 08-01-2019 perihal: Data Kebutuhan Garam
Industri Tahun 2019 nomor agenda: 04/DJ-MP diterima tanggal 07-
01-2019;

37) 1 (satu) rangkap dokumen surat Kementerian Koordinator  Bidang
perekonomian RI Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
nomor: S-02/D.II.M.EKON.2/01/2019 tanggal  04 Januari  2019 hal:
Koordinasi dan Verifikasi Stok Garam Akhir Tahun 2018;

38) 1 (satu) rangkap dokumen surat Kementerian Koordinator  Bidang
Perekonomian RI Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
nomor: S-187/D.II.M.EKON/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 hal:
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Risalah  Rapat  Pembahasan  Neraca  Supply  Demand  Komoditas
Pergaraman dan Komoditas Perikanan Tahun 2019;

39) 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau bertuliskan RNI 2021;
40) 1  (satu)  buah  buku  agenda  berwarna  hijau  bertuliskan  “Pupuk

Kujang Solusi Andal Agribisnis”;
41) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 263 tahun

2020 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
42) 1 (satu) buah buku laporan hasil verifikasi rencana kebutuhan impor

dan rekomendasi impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku
dan bahan penolong industri tahun 2021;

43) 1 (satu) buah buku laporan hasil verifikasi rencana kebutuhan impor
dan rekomendasi impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku
dan bahan penolong industri;

44) 1  (satu)  bundel  rekomendasi  persetujuan  impor
komoditaspergaraman industri tahun 2020 dan 2021.

58 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 07/AIPGI/X/2019
tanggal  28 Oktober  2019 perihal  permohonan Narasumber  Acara
Munas AIPGI;

2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 07/AIPGI/7/2020
tanggal 06 Juli 2020 perihal pemenuhan bahan baku garam industri
CAP dan Aneka Pangan;

3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 06/AIPGI/6/2020
tanggal  1  Juli  2020  perihal  Permohonan  Peninjauan  Kembali
Peraturan  Menteri  Perindustrian  No.  42/M-IND/PER/11/2005
tanggal 25 November 2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan
Pelabelan Garam Beriodium;

4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 05/AIPGI/6/2020
tanggal  8  Juni  2020  perihal  Kondisi  Sektor  Industri  Pengolahan
Garam;

5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 03/AIPGI/3/2020
tanggal  10  Maret  2020  perihal  Pemenuhan  Kebutuhan  Garam
sebagai Bahan Baku Industri;

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 03/AIPGI/3/2020
tanggal  10  Maret  2020  perihal  Pemenuhan  Kebutuhan  Garam
sebagai Bahan Baku Industri;

7. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 07/AIPGI/10/2018
tanggal  29  Oktober  2018  perihal  Penyerapan  Garam  Lokal  dan
Kebutuhan Garam Industri;

8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 06/AIPGI/10/2018
tanggal  17  Oktober  2018  perihal  Pemenuhan  Kebutuhan  Garam
Industri Aneka Pangan;

9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 03/AIPGI/7/2019
tanggal  22  Juli  2019  perihal  Penandatangan  MoU  Penyerapan
Garam Lokal 2019/2020;

10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 01/AIPGI/1/2019
tanggal 22 Januari 2019 perihal Penyerapan Garam Tahun 2018;

11. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 04/AIPGI/4/2019
tanggal  19  April  2018  perihal  Kebutuhan  Garam  untuk  Industri
Pengasinan dan Konsumsi;

12. 1  (satu)    eksemplar    fotocopy    Surat    AIPGI    Nomor
01/AIPGI/2/2019 tanggal 9 Februari 2018 perihal Kebutuhan Garam
2018;

13. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 10/AIPGI/8/2020
tanggal 3 Agustus 2020 perihal Penyerapan Garam Lokal Periode
2019 / 2020 dan periode 2020 / 2021;
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14. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 01/AIPGI/I/2021
tanggal 25 Januari 2021 perihal Rencana Penyerapan Garam Lokal
tahun 2021;

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 04/AIPGI/1/2021
tanggal  30 Januari  2021  perihal  Undangan  Program Penyerapan
Garam Lokal tahun 2021;

16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor :  8/AIPGI/6/2021
tanggal 14 Juni 2021 perihal Penyerapan Garam Lokal;

17. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 07/AIPGI/4/2021
tanggal 9 April 2021 perihal Penelitian KPPU;

18. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 12/AIPGI/9/2021
tanggal 20 September 2021 perihal Penyerapan Garam Lokal;

19. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 13/AIPGI/12/2021
tanggal 17 Desember 2021 perihal Penyerapan Garam Lokal dan
impor garam bahan baku;

20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 01/AIPGI/1/2022
tanggal  7  Januari  2022  perihal  Penyerapan  Garam  Lokal  tahun
2021 dan 2022;

21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 04/AIPGI/1/2022
tanggal 3 Februari 2022 perihal Program Penyerapan Garam Lokal
2022;

22. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  lembar  disposisi  Dir  IKH  atas  Nota
Dinas  Plt.  Dirjen  tanggal  9  Januari  2022  perihal  Izin  Menghadiri
Undangan Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI);

23. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 06/AIPGI/4/2022
tanggal 14 April 2022 perihal Kebijakan Industri Garam;

24. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 06/AIPGI/4/2022
tanggal 14 April 2022 perihal Kebijakan Industri Garam;

25. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  lembar  disposisi  Dir  IKH  atas  surat
AIPGI  Nomor  :  07/AIPGI/6/2022  tanggal  20  Juni  2022  perihal
Pemenuhan Kebutuhan Garam untuk Industri;

26. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 07/AIPGI/6/2022
tanggal 20 Juni 2022 perihal Pemenuhan Kebutuhan Garam untuk
Industri;

27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 08/AIPGI/6/2022
tanggal 27 Juni 2022 perihal Pemenuhan Kebutuhan Garam untuk
Industri;

28. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 19/AIPGI/12/2017
tanggal 19 Desember 2017 perihal Stok dan Kebutuhan Garam;

29. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 18/AIPGI/12/2017
tanggal 12 Desember 2017 perihal Penyerapan Garam Tahun 2017
dan Kebutuhan Garam Industri Tahun 2018;

30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 14/AIPGI/7/2017
tanggal  7 Juli  2017 perihal  Ketidaan Stok Garam sebagai  bahan
baku olahan;

31. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 14/AIPGI/6/2017
tanggal 16 Juni 2017 perihal Pasokan Garam untuk konsumsi dan
Industri Pengasinan Ikan;

32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 11/AIPGI/6/2017
tanggal 5 Juni 2017 perihal Pengguna garam sebagai bahan baku
industri dan konsumsi;

33. 1    (satu)    eksemplar    fotocopy    Surat    AIPGI    Nomor
09/AIPGI/3/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Usulan Rancangan
Instruksi Presiden tentang Percepatan Swasembada Garam;

34. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat AIPGI Nomor : 08/AIPGI/3/2017
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tanggal 2 Maret 2017 perihal Kritis, Stok Garam Industri;
35. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  lembar  disposisi  Dir  IKH  atas  surat

AIPGI Nomor : 07/AIPGI/2/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 perihal
Garam untuk Industri;

36. 1 (satu)  eksemplar  fotocopy draft  daftar  temuan hasil  audit  pada
Dirjen IKTA TA. 2017;

37. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  memo  dinas  Nomor  :  140/IJ-
IND/8/2018  tanggal  7  Agustus  2018  perihal  Tindak  lanjut
rekomendasi Hasil Audit Khusus Inspektorat Jenderal;

38. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  Realisasi  Anggaran  DIPA TA.  2018
Dirjen IKTA;

39. 1 (satu) eksemplar Program kegiatan Ditjen Indsutri Kimia, Farmasi
dan Tekstil Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2018;

40. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  dokumen  serah  terima  jabatan  Plt.
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;

41. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  lembar  disposisi  Dir.  IKH atas  surat
Kepala Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu,
Nomor : 003/IKFT.2.1/ND/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal
Laporan Realisasi  Anggaran dan Kegiatan Subdirektorat  Program
Pengembangan Industri Kimia Hulu Periode 1 Januari – 10 Agustus
2020;

42. 1  (satu)  eksemplar  matrik  rencana  program  penumbuhan  dan
pengembangan  industri  kimia,  farmasi  dan tekstil  Dir.  IKH Tahun
2020;

43. 1 (satu) bundel dokumen rapat Nomor:
B/979/IKFT.2/IND/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;

44. 1 (satu) bundel dokumen rapat Nomor:
B/347/IKFT.2/IND/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022;

45. 1 (satu) bundel dokumen rapat Nomor:
B/372/IKFT.2/IND/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

46. 1 (satu) bundel dokumen rapat Nomor:
Und.490/Marves/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

47. 1 (satu) bundel dokumen rapat Nomor:
B/1250/IKFT.2/IND/IX/2022 tanggal 20 September 2022;

48. 1 (satu) bundel dokumen rapat Nomor:
B/1257/IKFT.2/IND/IX/2022 tanggal 21 September 2022;

49. 1  (satu)  bundel  memo  dinas  dari  kasubdit  Industri  Kimia  Hulu
lainnya bulan Mei 2018;

50. 1 (satu) bundel dokumen kebutuhan garam 2018;
51. 1 (satu) bundel memo dinas nomor: 562/IKTA.2/05/2018 tanggal 8

Mei 2018 dalam hal Usulan dalam rangka penyusunan BTKI 2022;
52. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan yang diperoleh dari dosir di

ruangan direktur industri kimia hulu atas nama Fridy Juwono;
53. 2 (dua) lembar konsep data kebutuhan impor garam industri tahun

2018;
54. 1 (satu) lembar konsep data sisa alokasi rekomendasi 754.160,24
55. 1 (satu) bundel surat kajian JPIP tentang importasi garam industri

Nomor: 203/DPP-JPIP/4/2018 tanggal 13 April 2018;
56. 3  (tiga)  lembar  permohonaan  importasi  garam  industri  nomor:

167/M-IND/3/2018 tanggal 12 Maret 2018;
57. (tiga) lembar permintaan justifikasi dalam rangka penyusunan AHTN

2022 tanggal 16 April 2018;
58. 1 (satu) lembar konsep data kebutuhan impor garam industri tahun

2018 total 147.605,66;
59. 1 (satu) lembar data alternatfi 2 Perusahaan pengguna garam dan
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waktu pemasukan;
60. 1 (satu)  bundel  surat  pembangunan lahan penggaraman di  Nusa

Tenggara Timur nomor: 002/V/IDK/2018 tanggal 16 Mei 2018;
61. 1 (satu) bundel memo Nomor: 120/SJ-IND/Memo/4/2018 tanggal 18

April 2018 perihal tindak lanjut amanat PP 9 tahun 2018 tentang tata
cara  pengendalian  impor  komoditas  perikanan  dan  komoditas
pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri;

62. 1 (satu) bundel surat Dirjen IKTA nomor: 142/IKTA/5/2018 tanggal
17-05-2018  tanggal  18 Mei  2018 perihal  penolakan  rekomendasi
impor garam industri kepada PT Indofood.

59 1. 1 (satu) bundel Purchase Order (PO) PT PT Central Pertiwi Bahari
kepada  PT  Sumatraco  Langgeng  Abadi  dan  PT  SUmatraco
Langgeng Makmur tahun 2019;

2. 1 (satu) bundel Purchase Order (PO) PT PT Central Pertiwi Bahari
kepada  PT  Sumatraco  Langgeng  Abadi  dan  PT  SUmatraco
Langgeng Makmur tahun 2020;

3. 1 (satu) bundel Purchase Order (PO) PT PT Central Pertiwi Bahari
kepada  PT  Sumatraco  Langgeng  Abadi  dan  PT  SUmatraco
Langgeng Makmur tahun 2021;

4. 1 (satu) bundel Purchase Order (PO) PT PT Central Pertiwi Bahari
kepada  PT  Sumatraco  Langgeng  Abadi  dan  PT  SUmatraco
Langgeng Makmur tahun 2022.

60 1. Makmur terdiri  dari rekap purchasing order,  purchasing order dan
bukti pembayaran. 1 (satu) bundel dokumen pembelian garam dari
gudang  Surabaya  PT Bumi  Menara  Internusa  ke  PT Sumatraco
Langgeng Makmur terdiri  dari  rekap purchasing order,  purchasing
order dan bukti pembayaran;

2. 1 (satu) bundel dokumen pembelian garam dari gudang Lampung
PT Bumi Menara Internusa ke PT Sumatraco Langgeng Abadi terdiri
dari  rekap  purchasing  order,  purchasing  order  dan  bukti
pembayaran;

3. 1 (satu) bundel dokumen pembelian garam dari gudang Lamongan
PT Bumi Menara Internusa ke PT Sumatraco Langgeng

61 1 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan PT Sumatraco Langgeng
Makmur Nomor: 0089/SW/SLM/III/2018 tanggal 19 Maret 2018;

2 1  (satu)  lembar  fotocopy  surat  rencana  Impor  PT  Sumatraco
Langgeng  Makmur  Nomor:  00386/PI/SLM/X/2019  tanggal  17
Oktober 2019;

3 (dua) lembar fotocopy rencana distribusi PT Sumatraco Langgeng
Makmur Nomor 00387/PI/SLM/X/2019 taggal 17 Oktober 2019;

4 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan PT Sumatraco Langgeng
Makmur Nomor 0009/PI/SLM/I/2020 tanggal 15 Januari 2020;

5 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan PT Sumatraco Langgeng
Makmur Nomor 0175/PI/SLM/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020;

6 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan PT Sumatraco Langgeng
Makmur Nomor 0587/PI/SLM/XI/2020 tanggal 25 November 2020;

7 (dua)  lembar  fotocopy  rencana  distritibusi  garam  impor  PT
Sumatraco Langgeng Makmur tahun 2020;

8 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan PT Sumatraco Langgeng
Makmur Nomor 0701/PI/SLM/I/2021 tanggal 26 Januari 2021;

9 (tiga)  lembar  fotocopy  rencana  distritibusi  garam  impor  PT
Sumatraco Langgeng Makmur tahun 2021;

10 1 (satu) lembar fotocopy realisasi  impor PT Sumatraco Langgeng
Makmur dari tahun 2016 sampai dengan 2022;

11 (dua) lembar fotocopy Rekomendasi Persetujuan Impor Komoditas
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Pergaraman Industri Nomor: 14/IKFT/REK- GARAM/I/2019 tanggal
29 Januari 2019 PT Sumatraco Langgeng Makmur;

12 (dua) lembar fotocopy Rekomendasi Persetujuan Impor Komoditas
Pergaraman Industri Nomor: 65/IKFT/REK- GARAM/X/2019 tanggal
16 Oktober 2019 PT Sumatraco Langgeng Makmur;

13 (dua) lembar fotocopy Rekomendasi persetujuan impor komoditas
pergaraman industri  Nomor: 23/IKFT/REK- GARAM/I/2021 tanggal
26 Januari 2021 PT Sumatraco Langgeng Makmur;

14 (dua)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-23.16.0022 tanggal 21
Juni 2016;

15 (dua)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-23.17.0038 tanggal 27
Maret 2017;

16 (dua)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-23.17.0060 tanggal 14
Juli 2017;

17 (dua)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-23.17.0099 tanggal 2
November 2017;

18 (dua)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-23.18.0052 tanggal 23
Maret 2018;

19 (dua)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-23.19.0009 tanggal 06
Februari 2019;

20 (tiga)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-53.19.1924 tanggal 23
Oktober 2019;

21 (dua)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-53.20.0409 tanggal 6
Maret 2020;

22 (tiga)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-53.20.1611 tanggal 24
Juli 2020;

23 (tiga)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-53.20.2120 tanggal 3
Desember 2020;

24 (tiga)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-53.21.0359 tanggal 27
Januari 2021;

25 (tiga)  lembar  fotocopy  Persetujuan  Impor  Garam  kepada  PT
Sumatraco Langgeng Makmur Nomor: 04.PI-53.22.0383 tanggal 14
Januari 2021;

26 (dua) lembar fotocopy Rekomendasi Persetujuan Impor Komoditas
Pergaraman Industri Nomor: 32/IKFT/REK- GARAM/I/2020 tanggal
14 Januari 2020 PT Sumatraco Langgeng Makmur;

27 (dua) lembar fotocopy Rekomendasi Persetujuan Impor Komoditas
Pergaraman Industri Nomor: 63/IKFT/REK- GARAM/I/2020 tanggal
3 Juni 2020 PT Sumatraco Langgeng Makmur;

28 2  (dua)  lembar  fotocopy  Rekomendasi  Persetujuan  Impor
Komoditas  Pergaraman  Industri  Nomor:  73/IKFT/REK-
GARAM/I/2020 tanggal 5 November 2020 PT Sumatraco Langgeng
Makmur.

62 1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Purchase Order (PO), Invoice,
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Faktur  pajak,  Pembayaran  PT.  Heinz  ABC  Indonesia  ke  PT.
Sumatraco Langgeng Abadi dan PT. Sumatraco Langgeng Makmur
Periode 2019;

2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Purchase Order (PO), Invoice,
Faktur  pajak,  Pembayaran  PT.  Heinz  ABC  Indonesia  ke  PT.
Sumatraco Langgeng Abadi dan PT. Sumatraco Langgeng Makmur
Periode 2020;

3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Purchase Order (PO), Invoice,
Faktur  pajak,  Pembayaran  PT.  Heinz  ABC  Indonesia  ke  PT.
Sumatraco Langgeng Abadi dan PT. Sumatraco Langgeng Makmur
Periode 2021;

4. 1  (satu)  Bundel  Fotocopy  perjanjian  Pemasokan  Produk  Bahan
Baku PT. Heinz ABC Indonesia ke PT. Sumatraco Langgeng Abadi
periode 2019-2021;

5. 1  (satu)  Bundel  Fotocopy  perjanjian  Pemasokan  Produk  Bahan
Baku  PT.  Heinz  ABC  Indonesia  ke  PT.  Sumatraco  Langgeng
Makmur periode 2019-2021;

6. 4 (empat) lembar asli Rekap Daftar Purchase Order (PO) PT. Heinz
ABC  Indonesia  ke  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi  dan  PT.
Sumatraco  Langgeng  Makmur  Periode  2019  s/d  2021  yang
ditandatangani Lusia Mira Buanawati, Head of Legal, Corporate &
Regulatory Affairs PT. Heinz ABC Indonesia.

63 1. 1 (satu) jepitan print out dokumen slide kebijakan importasi garam;
2. 1 (satu) lembar print out dokumen neraca garam tahun 2009 2018

(dalam ton);
3. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen Surat Kementerian Koordinator

Bidang  Perekonomian  RI  Nomor:  UND-  34/SES.M.EKON/01/2018
tanggal 16 Januari 2018 hal Undangan Rapat Koordinasi.

64 1) 1 (satu) lembar daftar pimpinan KSO SCISI peroide 2016- 2022.
2) 1  (satu)  bendel  surat  PM.  OPS.01  Prosedur  Verifikasi  dan

Penerbitan LS
3) 1 (satu) bendel surat PM. VPTI.0301 Import Verification Program in

Pysical Verification Country Procedure;
4) 1 (satu) bendel surat PM. OPS.06 Prosedur Registrasi, Penerimaan

Order, Revisi Order, dan Pembatalan Order;
5) 3 (tiga) lembar data alokasi dan realisasi impor garam VPTI KSO

SCISI periode tahun 2018;
6) 2 (dua) lembar data alokasi dan realisasi impor garam VPTI KSO

SCISI periode tahun 2019;
7) 2 (dua) lembar data alokasi dan realisasi impor garam VPTI KSO

SCISI periode tahun 2020;
8) 3 (tiga) lembar data alokasi dan realisasi impor garam VPTI KSO

SCISI periode tahun 2021;
9) 2 (dua) lembar data alokasi dan realisasi impor garam VPTI KSO

SCISI periode tahun 2022.
65 1. Daftar anggota GAPMMI;

2. Rekapitulasi Penyampaian Kebutuhan Garam dari GAPMMI;
3. Rekapan email anggota GAPMMI terkait kebutuhan garam industri

pangan tahun 2016;
4. Rekapan email anggota GAPMMI terkait kebutuhan garam industri

pangan tahun 2017;
5. Rekapan email anggota GAPMMI terkait kebutuhan garam industri

pangan tahun 2018;
6. Rekapan email anggota GAPMMI terkait kebutuhan garam industri

pangan tahun 2019;
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7. Rekapan email anggota GAPMMI terkait kebutuhan garam industri
pangan tahun 2020;

8. Rekapan email anggota GAPMMI terkait kebutuhan garam industri
pangan tahun 2021;

9. Rekapan email anggota GAPMMI terkait kebutuhan garam industri
pangan tahun 2022;

10. Rekapitulasi  data  kebutuhan  garam  industri  pangan  per  tahun
(update 15 Nov 2022) yang telah dilegalisir.

66 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari Kevin Van Veldhuizen Direktur
Pengadaan PT. Wirifa Sakti kepada Juniarny Lol;

2. 1 (satu) lembar Daftar Purchase Aggrement/Purchase Order ke PT.
Sumatraco Langgeng Makmur 2020-2022 yang ditandatangani oleh
Kevin Van Veldhuizen selaku Direktur Purchase Indonesia PT. Wirifa
Sakti;

3. (lima  Lembar  daftar  pembayaran  ke  PT.  Sumatraco  Langgeng
Makmur periode Tahun 2020-2022;

4. 1 (satu) lembar Purchase order PT Wirifa sakti ke PT Sumatraco
Langgeng Makmur Tahun 2020;

5. (sepuluh)  lembar  Purchase  Order/Purchase  Aggrement  PT Wirifa
sakti ke PT Sumatraco Langgeng Makmur Tahun 2021;

6. 6  (enam)  lembar  Purchase  order/Purchase  Aggrement  PT Wirifa
sakti ke PT Sumatraco Langgeng Makmur Tahun 2021.

67 1. 1  (satu)  eksemplar  f  fotocopy  Risalah  Rapat  Koordinasi  Teknis
Bidang  Pangan  dan  Agribisnis  No:  Rakornis.  02.06.2020-293
tanggal 2 Juni 2020;

2. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  Risalah  Rapat  Koordinasi  Terbatas
Bidang  Perekonomian  No:  Rakortas.06.03.2020-  14-8  tanggal  6
Maret 2020;

3. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  Risalah  Rapat  Koordinasi  Terbatas
Bidang Perekonomian No: Rakortas.20.03.2020- 22-12 tanggal 20
Maret 2020;

4. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  Risalah  Rapat  Koordinasi  Terbatas
Bidang  Perekonomian  No:  Rakortas.16.03.2020-  18-8  tanggal  16
Maret 2020

5. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Neraca Garam 2016 – 2021.
68 1. 1 (satu) lembar print out dokumen rincian neraca garam dari tahun

2018 sampai dengan 2020;
2. 1  (satu)  jepitan  print  out  dokumen  slide  rapat  koordinasi

pembahasan  perhitungan  data  stok  garam akhir  tahun 2018 dan
neraca garam tahun 2018-2019 Jakarta 14 Februari 2019;

3. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen risalah rapat koordinasi bidang
perekonomian  nomor  rakor:  14.02.2019  hari  Kamis  tanggal  14
Februari  2019 agenda pembahasan perhitungan data stok garam
akhir tahun 2018 dan neraca garam tahun 2018-2019;

4. 1 (satu) jepitan print  out  dokumen slide rapat koordinasi  evaluasi
perkembangan  realisasi  impor  dan  stok  garam  triwulan  I  tahun
2019;

5. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen risalah rapat koordinasi bidang
perekonomian nomor rakor: 02.04.2019 hari Selasa tanggal 02 April
2019  agenda  evaluasi  perkembangan  realisasi  impor  dan  stok
garam Triwulan I tahun 2019;

6. 1  (satu)  jepitan  print  out  dokumen  slide  FGD  optimalisasi
pemanfaatan  garam  lokal  untuk  pemenuhan  kebutuhan  industri,
Bogor 5 Maret 2019;

7. 1  (satu)  jepitan  print  out  dokumen  slide  Rapat  koordinasi
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pengendalian  impor  garam  sebagai  bahan  baku  dan  bahan
penolong industri 16 April 2019;

8. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen surat  Kementerian Koordinator
Bidang  Perekonomian  RI  Deputi  Bidang  Koordinasi  Pangan  dan
Pertanian nomor: TAN 02.02/236/D.11.M.Ekon/04/2019 tanggal 18
April 2019 perihal: risalah rapat koordinasi pembahasan perubahan
Permendag No. 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam
dan Investasi Pergaraman di Wilayah NTT;

9. 1 (satu) jepitan print  out  dokumen slide rapat koordinasi  evaluasi
pelaksanaan pengendalian impor garam sebagai bahan baku dan
bahan penolong industri semester I tahun 2019, 31 Juli 2019;

10. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen risalah rapat koordinasi bidang
perekonomian nomor Rakor: 31.07.2019 hari Rabu tanggal 31 Juli
2019  agenda:  Evaluasi  Pelaksanaan  Pengendalian  Impor
Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong
Industri semester I Tahun 2019;

11. 1  (satu)  jepitan  fotocopy  dokumen  slide  Rapat  evaluasi  impor
komoditas pergaraman sebagai  bahan baku dan bahan penolong
industri semester I tahun 2019, Jakarta 20 Agustus 2019;

12. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen risalah rapat koordinasi terbatas
bidang perekonomian no Rakortas: 20.08.2019 hari Selasa tanggal
20  Agustus  2019  agenda:  pembahasan  tentang  stok  garam  dan
realisasi impor semester I Tahun 2019;

13. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen slide evaluasi impor komoditas
pergaraman  sebagai  bahan  baku  dan  bahan  penolong  industri
tahun 2019, Jakarta 5 November 2019;

14. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen risalah rapat koordinasi terbatas
bidang perekonomian no Rakortas: 05.11.2019 hari Selasa tanggal
05 November 2019 agenda: Pembahasan Kebijakan garam;

15. 1  (satu)  jepitan  fotocopy  dokumen  slide  rapat  koordinasi
pembahasan Neraca Garam 2020, Jakarta 28 November 2019;

16. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen risalah rapat koordinasi bidang
perekonomian  no  Rakor:  28.11.2019  hari  Rabu  tanggal  28
November 2019 agenda: Pembahasan Neraca Garam tahun 2020;

17. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen risalah rapat koordinasi terbatas
bidang  perekonomian  no  Rakortas  18.12.2019-193-14  hari  Rabu
tanggal 18 Desember 2019 agenda: Pembahasan tentang Pangan
(beras, jagung, gula, telur, daging, ikan dan garam);

18. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen risalah rapat koordinasi Terbatas
Bidang  Perekonomian  no  Rakortas  06.03.2020-14-  hari  Jumat
tanggal 06 maret 2020 2019 agenda: pembahasan tentang pangan
dan  perdagangan  tindak  lanjut  arahan  presiden  dalam  raker
perdagangan;

19. 1 (satu) jepitan fotocopy dokumen risalah rapat koordinasi bidang
perekonomian  perihal:  koordinasi  verifikasi  kebutuhan  garam

industriTahun 2020 nomor:  TAN.02.02/8/D.II.M.EKON/01/2020
tanggal 7 Januari 2020

20. 1 (satu) jepitan Fotocopy dokumen risalah rapat koordinasi garam
Tingkat Eselon II perihal: Risalah rapat Koordinasi Garam tingkat

Eselon II nomor:  TAN.02.02/156/D.II.M.EKON/06/2020
tanggal 18 Juni 2020.

69 1. 3 (tiga) lembar  Kronologi  Kebijakan Impor  Garam tahun 2017 –
2018;

2. 4 (empat) lembar pengelompokan garam berdasarkan
penggunaannya;
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3. 1 (satu) lembar neraca garam tahun 2009 – 2018;
4. 2 (dua) lembar Nota Dinas nomor: ND- 74/D.II/M.EKON.2/09/2017

tanggal 22 September 2017 tentang laporan hasil menghadiri rapat
koordinasi pembahasan ketersediaan dan kebutuhan garam bahan
baku industri serta pembahasan sinkronisasi regulasi impor komoditi
garam;

5. 2      (dua)      lembar      Nota       Dinas      nomor:      ND-
84/D.II/M.EKON.2/10/2017  tanggal  20  Oktober  2018  tentang
laporan hasil  menghadiri  rapat koordinasi lanjutan rapat taggal 14
September 2017 pembahasan ketersediaan dan kebutuhan garam
bahan baku industri tahun 2017 dan 2018;

6. 1 (satu) lembar Notulen Rapat ketersediaan dan kebutuhan garam
bahan  baku  industri  tahun  2017  kementerian  perdagangan  17
Oktober 2017;

7. 2  (dua)  lebar  Risalah  rapat  koordinasi  terbatas  bidang
perekonomian hari jumat tanggal 19 Januari 2018;

8. 2  (dua)  lebar  Risalah  rapat  koordinasi  terbatas  bidang
perekonomian hari Rabu tanggal 14 Februari 2018;

9. 1 (satu) lembar data kebutuhan garam nomor: 730/M- IND/12/2017
tanggal 20 Desember 2017;

10. (tiga)  lembar  data  kebutuhan  pengguna  garam  Industri  nomor:
388/IKTA/12/2017 tanggal 29 Desember 2017;

11. 1  (satu)  lembar  surat  menteri  perdagangan  nomor:
1539/M.DAG/SD/12/2017  tanggal  27  Desember  2017  perihal
pemenuhan kebutuhan garam;

12. 1 (satu) lembar memorandum nomor: M-03/Wapres/02/2018 tanggal
15 Februari 2018 perihal kebijakan Impor Beras dan garam Industri;

13. 1  (satu)  lembar  risalah  rapat  koordinasi  kebijakan  garam  untuk
pemenuhan kebutuhan industri nomor: S- 28/D.II.M.EKON/03/2018
tanggal 16 Maret 2018;

14. 2 (dua) lembar risalah rapat koordinasi bidang perekonomian hari
Jumat tanggal 16 Maret 2018;

15. 4 (empat) lembar risalah rapat koordinasi pembahasan rancangan
peraturean  menteri  perdagangan  tentang  ketentuan  impor
komoditas pergaraman nomor: S- 89/D.II.EKON/06/2018 tanggal 28
Juni 2018;

16. (tiga) lembar surat nomor: S-120/D.II.M.EKON/09/2018 tanggal 13
September 2018 perihal Rakor pembahasan RPermenprin tentang
tata  Cara  Pemberian  rekomendasi  Impor  komoditas  Pergaraman
sebagai bahan baku dan bahan penolong Industri;

17. (tiga)  lembar  surat  nomor:  S-126/D.II.M.EKON/10/2018  tanggal  5
Oktober  2018  perihal  Risalah  Rapat  Koordinasi  Evaluasi
Ketersediaan  Garam  untuk  Pemenuhan  Bahan  Baku  dan  Bahan
Penolong Industri;

18. (tiga) lembar surat nomor: S-98/D.II.M.EKON.2/10/2018 tanggal 18
Oktober  2018  perihal  Risalah  Rapat  Koordinasi  pembahasan
Koordiansi  dan  Monev  Ketersediaan  Garam  untuk  Pemenuhan
Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;

19. 1 (satu) lembar jadwal dan lokasi peninjauan lapangan ketersediaan
dan pasokan garam untuk pemenuhan kebutuhan industri;

20. (tiga) lembar surat nomor: S-174/D.II.M.EKON/11/2018 tanggal 26
November  2018  perihal  Risalah  Rapat  Koordinasi  pembahasan
Koordiansi  dan  Monev  Ketersediaan  Garam  untuk  Pemenuhan
Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;

21. (empat) lembar surat nomor: S- 113/D.II.M.EKON.2/12/2018 tanggal
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13  Desember  2018  perihal  Risalah  Rapat  Penyusunan  Neraca
Supply Demand Garam tahun 2018;

22. (lima) lembar surat nomor: S-187/D.II.M.EKON/12/2018 tanggal 26
Desember 2018 perihal Risalah Rapat Pembahasan Neraca Supply
Demand  komoditas  pergaraman  dan  Komoditas  perikanan  tahun
2019;

23. (lima) lembar surat nomor: S-644/D.II.M.EKON/12/2018 tanggal 28
Desember  2018  perihal  Penyampaian  Risalah  Rapat  KOordinasi
Pembahasan Pangan;

24. (lima) lembar surat nomor: S-01/D.II.M.EKON.2/01/2019 tanggal 3
Januari  2019  perihal  Risalah  Rapat  Koordinasi  Pembahasan
Persiapan  Pelaksanaan  Verifikasi  lapangan  terhadap  stok  garam
akhir tahun 2018;

25. (dua)  lembar  Nota  Dinas  nomor:  ND-  03/D.II.M.EKON.2/01/2019
tanggal  31  Januari  2019  perihal  laporan  rapat  Koor  dinasi
pembahasan hasil verifikasi stok garam awal tahun 2019;

26. (tiga)  lembar  surat  nomor:  S-15.1/D.II.M.EKON.2/01/2019  tanggal
31 Januari 2019 perihal risalah rapat Koordinasi pembahasan hasil
verifikasi stok garam tahun 2019;

27. 5 (lima) lembar surat nomor:
TAN.02.02/25/D.II.M.EKON.2/02/2019  tanggal  14  Februari  2019
perihal risalah rapat koordinasi pembahasan perhitungan data stok
garam akhir tahun 2018 dan neraca garam tahun 2018-2019;

28. 4 (empat) lembar surat nomor:
TAN.02.02/58/D.II.M.EKON.2/03/2019  tanggal  13  Maret  2019
perihal  laporan  hasil  pelaksanaan  FGD optimalisasi  pemanfaatan
garam lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri;

29. 4 (empat) lembar surat nomor:
TAN.02.02/88/D.II.M.EKON.2/04/2019 tanggal  2 April  2019 perihal
Risalah Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Realisasi Impor
dan Stok Garam Triwulan I 2019;

30. 3 (tiga) lembar surat nomor:
TAN.02.02/236/D.II.M.EKON/04/2019 tanggal 18 April  2019 perihal
Risalah  Rapat  Koordinasi  Pembahasan  Perubahan  Permendag
No.125 Tahun 2015 tentang ketentuan Impor Garam dan Investasi
Pergaraman di Wilayah NTT;

31. 3 (tiga) lembar surat nomor:
TAN.02.02/182/D.II.M.EKON.2/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal
Risalah Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Realisasi Impor
dan Stok Garam Semester I Tahun 2019;

32. 4 (empat) lembar surat nomor:
TAN.02.02/484/D.II.M.EKON/07/2019 tanggal  31  Juli  2019  perihal
Risalah  Rapat  Koordinasi  Evaluasi  Pelaksanaan  Pengendalian
Impor Garam Industri Semester I tahun 2019.
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70 1 (dua)  lembar  copy  Petikan  Surat  Keputusan  Menteri  Koordinator
Bidang  Perekonomian  nomor  240  tahun  2020  tentang
pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan
kementerian koordinator bidang perekonomian;

2 1  (satu)  bundel  Risalah  Rapat  Koordinasi  Terbatas  Bidang
Perekonomian  tanggal  19  Januari  2018  Agenda  Pembahasan
Pemenuhan Kebutuhan Garam Industri beserta bahan rapat, daftar
hadir dan Soft File Rekaman Suara Rapatnya.

3 1  (satu)  bundel  Risalah  Rapat  Koordinasi  Terbatas  Bidang
Perekonomian  tanggal  14  Februari  2018  Agenda  Pembahasan
Pelaksanaan  Kebutuhan  Garam  Untuk  Industri  beserta  bahan
rapat , daftar hadir dan Soft File Rekaman Suara Rapatnya

71 1  (satu)  bundel  surat  nomor:  PI.02.03/821/SES.M.EKON/11/2021
tanggal  5  November  2021  perihal  pemohonan  konfirmasi/tanggapan
standar SNANK dan Jangka waktu penyusunan neraca komoditas tahap
I tahun 2021.

72 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy kwitansi tanggal 07 September 2020
sebesar Rp.20.000.000,-;

2. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat AIPGI Nomor : 07/AIPGI/9/2016
tanggal 26 September 2016 perihal Iuran Anggota AIPGI;

3. 1 (satu) eksemplar fotocopy iuran anggota AIPGI periode Mei 2017
-Mei 2018;

4. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  kwitansi  tanggal  24  April  2018
sebesar Rp.50.000.000,-;

5. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  kwitansi  tanggal  23  April  2019
sebesar Rp.50.000.000,-;

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy kwitansi tanggal 02 November 2020
sebesar Rp.50.000.000,-;

7. 1 (satu) eksemplar fotocopy kwitansi tanggal 23 September 2021
sebesar Rp.50.000.000,-;

8. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  payment  /  request  tanggal  11  Mei
2021 sebesar Rp. 5.000.000,-

9. 1 (satu) eksemplar fotocopy kwitansi tanggal 07 September 2021
sebesar Rp. 10.000.000,-;

10. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  kwitansi  tanggal  08  Oktober  2021
sebesar Rp. 10.000.000,-;

11. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  kwitansi  tanggal  28  Agustus  2017
sebesar Rp. 4.000.000,-;

12. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat AIPGI Nomor : 02/AIPGI/8/2019
tanggal 24 Agustus 2019 perihal Sumbangan Qurban;

13. 1 (satu) eksemplar fotocopy kwitansi tanggal 16 Juli 2020 sebesar
Rp. 10.000.000,-;

14. 1 (satu) eksemplar fotocopy kwitansi tanggal 16 Juli 2021 sebesar
Rp. 25.000.000,-;

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy kwitansi tanggal 13 Juli 2022 sebesar
Rp. 10.000.000,-;

16. 1 (satu) eksemplar fotocopy kwitansi tanggal 18 September 2017
sebesar Rp. 5.000.000,-

73 1 (satu) rangkap print out dokumen data Pemberitahuan Impor Barang
(PIB) perusahaan Importir garam periode 2016 sampai dengan 2022.

74 1. 1  (satu)  lembar  fotocopy  bukti  setoran  Rp.  26.000.000,-  tanggal
26/01/2021;

Halaman 54 Putusan perkara Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1  (satu)  lembar  fotocopy  bukti  setoran  Rp.  24.000.000,-  tanggal
07/01/2021;

3. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  formulir  sponsorship  Kimteka  Golf
Turnament 2021;

4. 1 (satu)  lembar  fotocopy surat  AIPGI Nomor :  07/AIPGI/VIII/2022
tanggal 26 Agustus 2022 perihal Tagihan Iuran Keanggotaan AIPGI
Tahun 2022;

5. 1  (satu)  lembar  fotocopy  surat  AIPGI  Nomor:  02/AIPGI/VII/2020
tanggal  16  Juli  2020  perihal  sumbangan  qurban  dan  kwitansi
pembayaran sebesar Rp.10.000.000,-;

6. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal
23 September 2021;

7. 1  (satu)  lembar  kwitansi  sebesar  Rp.26.000.000,-  tanggal  02
November 2020;

8. 1  (satu)  lembar  kwitansi  sebesar  Rp.50.000.000,-  tanggal  24
Agustus 2019;

9. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 24 April
2018.

75 1. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Persetujuan  Impor  Garam
Kebutuhan  Bahan  Baku  dan  Bahan  Penolong  Industri  (API-P)
nomor:  04.PI-53.22.1031  nama:  PT  Niaga  Garam  Cemerlang
tanggal 07 Februari 2022 beserta dokumen pelengkap lainnya;

2. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Persetujuan  Impor  Garam
Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri nomor: 04.PI-
53.21.0423, PT Niaga Garam Cemerlang tanggal 03 Februari 2021
beserta dokumen pelengkap lainnya;

3. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Persetujuan  Impor  Garam
Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri nomor: 04.PI-
53.20.1616,  PT  Niaga  Garam  Cemerlang  tanggal  24  Juli  2020
beserta dokumen pelengkap lainnya;

4. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Persetujuan  Impor  Garam
Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri nomor: 04.PI-
53.20.0414,  PT  Niaga  Garam  Cemerlang  tanggal  6  Maret  2020
beserta dokumen pelengkap lainnya;

5. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Persetujuan  Impor  Garam
Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri nomor: 04.PI-
53.19.1885,  PT  Niaga  Garam  Cemerlang  tanggal  29  November
2019 beserta dokumen pelengkap lainnya;

6. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Persetujuan  Impor  Garam
Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri nomor: 04.PI-
53.19.0021,  PT  Niaga  Garam  Cemerlang  tanggal  07  Mei  2019
beserta dokumen pelengkap lainnya;

7. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Persetujuan  Impor  Garam
Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri nomor: 04.PI-
53.18.0024,  PT Niaga  Garam Cemerlang tanggal  16 Maret  2018
beserta dokumen pelengkap lainnya;

8. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Persetujuan  Impor  Garam
Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri nomor: 04.PI-
53.17.0117, PT Niaga Garam Cemerlang tanggal 30 Oktober 2017
beserta dokumen pelengkap lainnya;

9. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Persetujuan  Impor  Garam
Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri nomor: 04.PI-
23.17.0036,  PT Niaga  Garam Cemerlang tanggal  27 Maret  2017
beserta dokumen pelengkap lainnya;

10. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  Persetujuan  Impor  Garam
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Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri nomor: 04.PI-
23.16.0018,  PT  Niaga  Garam  Cemerlang  tanggal  22  Juni  2016
beserta dokumen pelengkap lainnya;

11. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen akta notaris Debora Ratnasari,
S.H.,Sp.N.  Turunan Akta  :  Berita  Acara  Rapat  Umum Pemegang
Saham  Luar  Biasa  Perseroan  Terbatas  PT.  Niaga  Garam
Cemerlang tanggal 11 Nopember 2022 Nomor 19;

12. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen akta notaris Debora Ratnasari,
S.H.,Sp.N.  Turunan Akta  :  Berita  Acara  Rapat  Umum Pemegang
Saham  Luar  Biasa  Perseroan  Terbatas  PT.  Niaga  Garam
Cemerlang tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 12.

76 1. (tiga)  lembar  fotocopy  laporan  hasil  uji  garam beryodium nomor:
02536/22/LHU/1/VI/2022  tanggal  16  Juni  2022  PT.  Garsindo
Anugrah Sejahtera;

2. (tiga)  lembar  fotocopy  laporan  hasil  uji  garam beryodium nomor:
03370/22/LHU/1/VIII/2022 tanggal  11  Agustus  2022  PT.  Garsindo
Anugrah Sejahtera;

3. 3 (tiga) lembar fotocopy laporan hasil uji garam beryodium nomor:
03369/22/LHU/1/VIII/2022 tanggal  19  Agustus  2022  PT.  Garsindo
Anugrah Sejahtera.

77 1. 1  (satu)  lembar  spesifikasi  RAW  material  natrium  klorida  PT
Panggung Anekaboga:

2. 1 (satu)  bundel  surat  penawaran PT Sumatraco Langgeng  Abadi
Nomor: 246/Rn/SP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

3. 1 (satu)  bundel  surat  penawaran PT Sumatraco Langgeng  Abadi
Nomor: 155/Rn/SP/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021;

4. 1 (satu)  bundel  surat  penawaran PT Sumatraco Langgeng  Abadi
Nomor: 169/Rn/SP/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022.

78 1. 1  (satu)  eksemplar  fotocopy  perizinan  berusaha  berbasis  resiko
Nomor  Induk Berusaha:  8120001873312  atas  nama PT Charoen
Pokphand Indonesia, Tbk;

2. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 01.000.172.5-092.000 atas nama
PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk;

3. 1  (satu)  lembar  fotocopy  Akta  No.  65  tanggal  26  Juli  2021  atas
nama PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk;

4. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi pembelian garam oleh PT Charoen
Pokphand Indonesia, Tbk untuk kebutuhan bisnis makanan (nuget
dan sosis) periode 2016 s/d 2022; 

5. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi pembelian garam oleh PT Charoen
Pokphand  Indonesia,  Tbk  untuk  kebutuhan  pakan  ternak periode
2019 s/d 2022.

79 1. 1  (dua)  lembar  spesifikasi  bahan  baku  garam  PT  Lasalle  Food
Indonesia;

2. 1 (satu)  lembar  daftar  pembelian  garam dari  tahun 2019 sampai
dengan 2022 dari PT Sumatraco Langgeng Abadi;

3. 1 (satu) bundel fotocopy sampel dokumen PO, Bukti bayar dan bukti
penerimaan barang, faktur dan faktur pajak tahun 2019 s/d 2022 PT
Lasalle Food Indonesia kepada PT Sumatraco Langgeng Abadi.

80 1. 1 (satu)  jepitan print  out  dokumen Data Laporan Realisasi  Impor
dan Penggunaan triwulan Pasal 17 ayat (1)

2. 1  (satu)  jepitan  fotocopy  slide  terkait  Regulasi  Importasi  Garam
Industri Tahun 2015-2022.

81 1. 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama jual beli garam Nomor;
0140/DFI-02/07/II/2022 tanggal 24 Februari 2022.

Halaman 56 Putusan perkara Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2022 dari Jung
Inhyoung selaku Direktur PT Aneka Boga Nusantara / PT Daesang
kepada Edi Hardono selaku Human Resources General Affair dan
Legal Manager PT Aneka Boga Nusantara.

3. 1  (satu)  bundel  Purchasing  Order  ke  PT  SUmatraco  Langgeng
Makmur tahun 2019 - 2022;

4. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi Purchasing Order dari PT Aneka
Boga Nusantara ke PT Sumatraco Langgeng Makmur tahun 2019 –
2022

82 1. 1 (satu) lembar rekapitulasi pembelian garam oleh PT. CJ Feed And
Care Pabrik Serang bidang usaha Feedmil periode tahun 2019 s.d
2022 kepada PT. Sumatraco Langgeng Abadi;

2. 1 (satu) lembar rekapitulasi pembelian garam oleh PT. CJ Feed And
Care Pabrik Lampung bidang usaha Feedmil  periode tahun 2019
s.d 2021 kepada PT. Sumatraco Langgeng Abadi;

3. 1 (satu) lembar rekapitulasi pembelian garam oleh PT. CJ Feed And
Care Pabrik Semarang bidang usaha Feedmil periode tahun 2022
kepada PT. Sumatraco Langgeng Makmur.

83 1. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 8GB berisi softcopy file rincian
pembelian garam dari PT Sumatraco Langgeng Makmur;

2. 1 (satu) bundel salinan bukti pembayaran/transfer pembelian garam
dari PT Sumatraco Langgeng Makmur periode tahun 2019 s/d 2022;

3. 1 (satu) bundel salinan kwitansi tahun 2019 s/d 2022;
4. 1 (satu) bundel salinan nota penjualan tahun 2019 s/d 2022;
5. 1 (satu) bundel surat jalan tahun 2019 s/d 2022.

84 1. 1 (satu) bundle fotocopy Purchase Order pemesanan garam ke PT
Sumatraco Langgeng Abadi periode Tahun 2019- 2022;

2. 1 (satu) bundle fotocopy bukti pembayaran pembelian garam ke PT
Sumatraco Langgeng Abadi periode Tahun 2019- 2022;

3. 1  (satu)  bundle  fotocopy  rekapitulasi  penerimaan garam dari  PT
Sumatraco Langgeng Abadi periode Tahun 2019-2022;

4. 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi/daftar pemesanan (PO) garam
ke PT Sumatraco Langgeng Abadi periode Tahun 2019-2022

85 1 (empat)  lembar  daftar  Purchase  Order  PT Sugar  Labinta  ke  PT
Sumatraco Langgeng Abadi periode tahun 2019 s/d 2022;

2 (dua)  lembar  Surat  Kuasa  tanggal  22  Desember  2022  pemberi
kuasa  Ali  Sandjaja  Boedidarmo  selaku  Direktur  kepada  Irdanul
Achyar, SH.;

3 1  (satu)  bundel  fotocopy  dokumen  Purchase  Order,  bukti  bayar,
bukti penerimaan barang, surat jalan dan faktur pajak tahun 2019
s/d 2022 PT Sugar Labinta kepada PT Sumatraco Langgeng Abadi.

86 1. 1 (satu) lembar surat pengantar penyerahan data pembelian garam
dari PT Sumatraco Langgeng Abadi dan PT Sumatraco Langgeng
Makmur;

2. 5  (lima)  lembar  tabulasi  pembelian  garam  dari  PT  Sumatraco
Langgeng Abadi dan PT Sumatraco Langgeng Makmur dari tahun
2019 sampai dengan 2022

87 1  (satu)  bundle  asli  dokumen  berisi  Purchase  Order,  kwitansi,  nota
penjualan, bank payment, bukti transfer, material receipt, surat jalan dan
faktur  pajak  terkait  pembelian  garam  PT  Tempo  Nagadi  ke  PT
Sumatraco Langgeng Abadi periode Tahun 2019- 2022.

88 1. 1  (satu)  bundle  fotocopy  dokumen  berisi  purchase  order,  laporan
penerimaan barang,  surat  jalan,  invoice,  faktur  bukti  bayar/transfer
terkait pembelian garam PT Ekacitta Dian Persada ke PT Sumatraco
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Langgeng Abadi periode Tahun 2019-2022;
2. 2 (dua) lembar data rekapitulasi pembelian garam PT Ekacitta Dian

Persada  ke  PT Sumatraco  Langgeng  Abadi  periode  Tahun  2019-
2022.

89 1  (satu)  lembar  daftar  Purchasing  Order  PT  Sinar  Antjol  ke  PT
Sumatraco Langgeng Abadi periode 2019 -2022.

90 1. 1  (satu)  bundle  fotocopy  dokumen  berisi  purchase  order,  terkait
pembelian  garam  PT  Sinar  Sosro  ke  PT  Sumatraco  Langgeng
Makmur periode Tahun 2019-2022;

2. 1 (satu) lembar data rekapitulasi pembelian garam PT Sinar Sosro ke
PT Sumatraco Langgeng Makmur periode Tahun 2019-2022.

91 3 (tiga)  lembar  Foto copy Purchase order  PT So Good Food ke PT
Sumatraco Langgeng Abadi periode 2020 - 2022.

92 1 1  (satu)  lembar  daftar  Purchase  Order  dan  Realisasi  Pembelian
Garam  PT  Top  Sky  Multi  Industries  periode  tahun  2020  sampai
dengan tahun 2022;

2 1 (satu) lembar surat kuasa asli dari Direktur PT Top Sky Industries
ke Manager Purchasing atas nama Samsul Efendi;

3 (empat) Lembar Purchase Order ke PT Sumatraco Langgeng Abadi
periode Tahun 2020;

4 7 (tujuh) Lembar   Purchase Order ke PT Sumatraco
Langgeng Abadi periode Tahun 2021;

5 4 (empat) Lembar Purchase Order ke PT Sumatraco Langgeng Abadi
periode Tahun 2022.

93 1 (satu) bundel  Purchasing Order PT Sinar  Antjol  ke PT Sumatraco
Langgeng Abadi periode tahun 2019-2022.

94 1  (satu)  unit  flashdisk  merk  Sandisk  warna  hitam  kapasitas  32GB
bertuliskan  tangan  warna  biru  dengan  kata  “Rakornis”  yang  berisi
Rakornis Eselon 1 tentang Pembahasan Garam.

95 1. 1  (satu)  unit  flashdisk  merk  Sandisk  warna hitam kapasitas  16GB
berisikan  data-data  hasil  verifikasi  PT  Sucofindo  terkait  rencana
kebutuhan impor garam tahun 2018 s/d 2022 beserta laporan individu
dan data isian dari perusahaan importir;

2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi PT Sucofindo terkait
Rencana  Kebutuhan  Impor  dan  Rekomendasi  Impor  Komoditas
Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri PT
Sumatraco Langgeng Makmur Tahun 2019;

3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi PT Sucofindo terkait
Rencana  Kebutuhan  Impor  dan  Rekomendasi  Impor  Komoditas
Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri PT
Sumatraco Langgeng Makmur Tahun 2020;

4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi PT Sucofindo terkait
Rencana  Kebutuhan  Impor  dan  Rekomendasi  Impor  Komoditas
Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri PT
Sumatraco Langgeng Makmur Tahun 2021;

5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi PT Sucofindo terkait
Rencana  Kebutuhan  Impor  dan  Rekomendasi  Impor  Komoditas
Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri PT
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Sumatraco Langgeng Makmur Tahun 2022.

96 1. 1 (satu) buah ordner warna biru berisi  fotocopy Persetujuan Impor
Garam Tahun 2016;

2. 1 (satu) buah ordner warna biru berisi  fotocopy Persetujuan Impor
Garam Tahun 2017;

3. 1 (satu) buah ordner warna biru berisi  fotocopy Persetujuan Impor
Garam Tahun 2018;

4. 1 (satu) buah ordner warna biru berisi  fotocopy Persetujuan Impor
Garam Tahun 2019;

5. 1 (satu) buah ordner warna biru berisi  fotocopy Persetujuan Impor
Garam Tahun 2020;

6. 1 (satu) buah ordner warna biru berisi  fotocopy Persetujuan Impor
Garam Tahun 2021;

7. 1 (satu) buah ordner warna biru berisi  fotocopy Persetujuan Impor
Garam Tahun 2022.

97 1. 1 (satu)  bundel  data pembelian  garam/purchase order PT. Karunia
Alam Segar tahun 2019 s/d 2022;

2. 1 (satu) bundel data pembelian garam/purchase order PT. Multi Indo
Mandiri tahun 2019 s/d 2022;

3. 1 (satu) bundel data pembelian garam/purchase order PT. Prakarsa
Alam Segar tahun 2019 s/d 2022;

4. 1 (satu) bundel data pembelian garam/purchase order PT. Sayap Mas
Utama tahun 2019 s/d 2022;

5. 1 (satu) bundel data pembelian garam/purchase order PT. Bumi Alam
Segar tahun 2019 s/d 2022.

98 1. 1  (satu)  bundel  fotocopy  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  PT.
Sumatraco Langgeng Makmur nomor:771 tanggal 25 Oktober 2004;

2. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.
Sumatraco  Langgeng  Makmur  nomor:  01  tanggal  01  September
2010;

3. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat nomor:115
tanggal 29 Pebruari 2016;

4. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat nomor: 67
tanggal 20 Maret 2020;

5. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan
Terbatas PT. Sumatraco Langgeng Makmur nomor: 30 tanggal 28
Desember 2021;

6. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Berita Acara nomor: 26 tanggal 10
Maret 2015;

7. 1  (satu)  bundel  daftar  nama karyawan PT.  Sumatraco Langgeng
Makmur;

8. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Berita Acara nomor: 40 tanggal 28
Juli 2009;

9. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Berita Acara nomor: 27 tanggal 10
Maret 2015;

10. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat nomor: 68
tanggal 20 Maret 2020.

99 1 1  (satu)  bunde  akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  PT.  Sumatraco
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Langgeng Abadi Nomor: 13 tanggal 11 April 2006;

2 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Berita Acara Rapat Perseroan PT.
Sumatraco Langgeng Abadi nomor: 02 tanggal 01 September 2010;

3 1  (satu)  bundel  fotocopy  Pernyataan  Keputusan  Rapat  Umum
Pemegang  Saham  Luar  Biasa  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi
nomor: 01 tanggal 02 Mei 2012;

4 1  (satu)  bundel  fotocopy  Pernyataan  Keputusan  Rapat  Perseroan
Terbatas  PT.  Sumatraco  Langgeng  Abadi  nomor:  31  tanggal  28
Desember 2021;

5 1  (satu)  bundel  daftar  nama  karyawan  PT.  Sumatraco  Langgeng
Abadi

100 1. 1 (satu)  lembar  fotocopy dokumen Berita  Acara Negosiasi  Harga
Pembelian  Garam  Bagi  Hasil  PEG-BIPOLO-Kupang,  tanggal  18
Januari 2022;

2. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  PT garam  (Persero)  lembar
disposisi nomor surat: 142/DPCBG/XII/2021 tanggal 27 Desember
2021;

3. 1  (satu)  lembar  fotocopy  dokumen tagihan  bagi  hasil  hak  ulayat
pergaraman Bipolo  Kupang nomor:  001/ULYT/BPL/II/2022 tanggal
15 Februari 2022;

4. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen perihal permohonan penjualan
garam tanggal 16 Desember 2021 dari tokoh pemangku adat;

5. 1  (satu)  rangkap  fotocopy  dokumen  berita  acara  hasil  produksi
garam  nomor:  04/BPL/BA-BHG/XII/2021  tanggal  16  Desember
2021;

6. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen adendum perjanjian kerjasama
antara PT Garam (Persero) dengan tokoh pemangku tanah ulayat di
desa Bipolo nomor: 07/KS/V/2016 dan nomor: 1 tahun 2016 tentang
Pemanfaatan  Tanah  Ulayat  di  Desa  Bipolo  Kecamatan  Sulamu
Kabupaten Kupang untuk Pengelolaan Lahan Garam;

7. 1  (satu)  rangkap fotocopy dokumen PT Garam (Persero)  lembar
disposisi nomor surat: 6/DPCBG/II/2022 tanggal 03 Februari 2022;

8. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen berita acara penyesuaian stok
opname  2020  unit  gudang  pergaraman  Kupang  nomor:
10/B.P/GUD.BB-KUPANG/DPBB/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoni;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00

(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukum  nya  dan

Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Selatan mengajukan

permintaan banding pada tanggal 9 Oktober 2023;
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Menimbang,  bahwa permintaan banding tersebut  telah  diberitahukan

kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2023 dan kepada Terdakwa

tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya  mengajukan memori banding tanggal

13  Nopember 2023  yang  diterima  Panitera  Muda  Tipikor  pada  Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Nopember 2023 dan telah diberitahukan

Penuntut  Umum pada  tanggal  16  Nopember 2023  dan  Penuntut  Umum

mengajukan memori banding tanggal 2 Nopember 2023 yang diterima Panitera

Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Nopember

2023 dan telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2023

Menimbang,  bahwa  sebelum  berkas  perkara  dikirim  ke  Pengadilan

Tinggi  Jakarta  untuk  pemeriksaan  tingkat  banding,  kepada   Terdakwa  dan

Penuntut  Umum   telah  diberitahukan  untuk  mempelajari  berkas  perkara  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri

Jakarta Pusat pada tanggal      Nopember 2023  terhitung sejak tanggal  16

Nopember 2023 sampai dengan tanggal  24  Nopember 2023, dalam waktu 7

(tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima; 

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat

banding  oleh  Terdakwa  dan  Penuntut  Umum  tersebut  telah  diajukan  dalam

tenggang  waktu  dan  menurut  tata  cara  serta  syarat-syarat  yang  ditentukan

undang-undang,  maka  permintaan  banding  tersebut  secara  formal  dapat

diterima ;

Menimbang,  bahwa  Terdakwa mengajukan  memori  banding  tanggal

13 Nopember 2023, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi

Jakarta menjatuhkan putusan  :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor :  48/Pid-Sus/TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 4

Oktober 2023.

MENGADILI SENDIRI
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1. Menyatakan Pemohon Frederik Tony Tanduk TIDAK TERBUKTI secara sah

dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam

Dakwaan Kesatu Primair  sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo

Pasal  18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ; 

2. Menyatakan Pemohon Frederik Tony Tanduk TIDAK TERBUKTI secara sah

dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam

Dakwaan Kesatu Subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal

18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP ; 

3. Menyatakan Pemohon Frederik Tony Tanduk TIDAK TERBUKTI secara sah

dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam

Dakwaan  Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

a Undang – Undang No.  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP ;

4. Menyatakan Pemohon Frederik Tony Tanduk TIDAK TERBUKTI secara sah

dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam

Dakwaan Kedua Subsidiair  sebagaimana diatur dalam Pasal  5 ayat (1)

huruf  b  Undang  –  Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan

Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  –

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP ;
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5. Menyatakan Pemohon Frederik Tony Tanduk TIDAK TERBUKTI secara sah

dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam

Dakwaan Kedua Lebih  Subsidiair  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  13

Undang  –  Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP ;

6. Membebaskan  Pemohon  Frederik  Tony  Tanduk  dari  segala  dakwaan

(vrijspraak)  atau  setidak-tidaknya  menyatakan  lepas  dari  segala  tuntutan

hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ; 

7. Memulihkan  hak  Pemohon  dalam  kemampuan,  kedudukan,  harkat  dan

martabatnya; 

8. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukumnya

berdasarkan  Akta  Pencabutan  Permintaan  Banding  Nomor

15/AKTA.Pid.Sus/TPK/2023/PN  JKT.PST  tanggal  07  Desember  2023  telah

mencabut permintaan banding atas nama Terdakwa :  Frederik Tony Tanduk,

karenanya keberatan Terdakwa dalam memori banding tidak dipertimbangkan

lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  memori  banding

tanggal  2 Nopember  2023, yang pada pokoknya  mohon supaya Pengadilan

Tinggi  DKI  Jakarta  dapat  menerima  permohonan  Banding  dan  menyatakan

bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan

secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3

Undang-undang  R.I.  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak

Pidana  Korupsi  Jo  Undang-undang  R.I.  Nomor  20 Tahun  2001  tentang

Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

sebagaimana  dalam  Dakwaan  Primair  Penuntut  Umum,  serta  menjatuhkan

pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana dengan Nomor NO.

REG,  PERK.PDS-13/M.1.14/Ft.1/03/2023  atas  nama  terdakwa  FREDERIK

TONY TANDUK yan telah kami bacakan pada tanggal 25 September 2023.
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Menimbang, bahwa seluruh isi dari memori banding dari Penuntut Umum

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan  ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan

seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti

serta  turunan  resmi  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt  Pst

tanggal  4 Oktober 2023, Memori banding dari  Penuntut Umum, Majelis Hakim

tingkat banding berpendapat :

- Bahwa  pada  intinya  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  telah  benar

mempertimbangkan  sesuai  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di

persidangan yang di dasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa serta barang bukti  yang diajukan di persidangan, dihubungkan

dengan  unsur  dari  pasal  yang  di  dakwakan  kepada  Terdakwa,  Majelis

Hakim Tingkat  Banding sependapat  dan dapat  menyetujui  pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti

secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana

korupsi  secara  Bersama-sama  sebagaimana  dalam  dakwaan  kesatu

subsidair,  karena  Terdakwa  selaku  Ketua  Asosiasi  Industri  Pengguna

Garam  Indonesia  (AIPGI)  Bersama-sama-sama  Para  Terdakwa  lainnya

telah terbukti memanipulasi jumlah data kebutuhan garam lokal/konsumsi

penambahan kuota impor sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama;

- Bahwa  keberatan  mengenai  adanya  kerugian  perekonomian  negara,

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar mempertimbangkannya, karena

pendapat ahli dan analisis hasil perhitungan kerugian perekonomian negara

oleh ahli  Rimawan Pradiptyo,  Ph.D.,  Bersama Tim tidak sesuai  putusan

Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  :  25/PUU-XIV/2016  tanggal  25  Januari

2017 kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus bersifat

nyata dan pasti  (actual  loss)  bukan bersifat  potensi  (potensial  loss)  dan

ternyata perhitungan ahli tersebut bersifat potensial loss;

- Bahwa,  keberatan  mengenai  lamanya  penjatuhan  pidana  kepada

Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar mempertimbangkan
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keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang  meringankan,  sehingga

sudah adil Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa, keberatan-keberatan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah

dipertimbangkan oleh  Majelis  Hakim Tingkat  Pertama secara  benar  dan

Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  mengambil  alih  sebagai  pertimbangan

dalam putusan aquo di tingkat banding;

Menimbang,  bahwa  keberatan  Penuntut  Umum sebagaimana  termuat

dalam memori bandingnya setelah dipelajari  dan dicermati,  tidak ada hal-hal

yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat

pertama;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan

Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor

48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst tanggal 4 Oktober 2023  harus dipertahankan

dan dikuatkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  22 ayat (4) KUHAP

oleh karena Terdakwa telah  ditahan secara  sah dalam perkara  aquo,  maka

lamanya penahanan  yang telah  dijalani  dikurangkan  seluruhnya dari  pidana

yang dijatuhkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  242  KUHAP  oleh

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak

ada  alasan  untuk  mengeluarkan  atau  menangguhkan  dari  tahanan,  maka

Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP

oleh  karena  terdakwa  dinyatakan  bersalah,  maka  Terdakwa  harus  dibebani

untuk  membayar  biaya  perkara  pada  kedua  tingkat  peradilan  yang  dalam

tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20
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Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1

KUHP,  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak

Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari  Penuntut Umum;

2. Menguatkan  putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt

Pst tanggal 4 Oktober 2023  yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

kedua  tingkat  peradilan,  yang  pada  tingkat  banding  sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami SINGGIH BUDI

PRAKOSO, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim

Ketua  Majelis,  TONY  PRIBADI,  SH.,  MH  Hakim  Tinggi  Pengadilan  Tinggi

Jakarta  dan  Dr.  FAUZAN,  SH.,MH   sebagai  Hakim  Ad-Hoc  Tindak  Pidana

Korupsi, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  Kamis   tanggal 14 Desember

2023  oleh  Hakim Ketua Majelis  tersebut  dengan dihadiri  oleh  Hakim-Hakim

Anggota, serta JAMSON SIRINGO RINGO, SH.,MH Panitera Pengganti pada

Pengadilan  Tinggi  Jakarta,  tanpa  dihadiri  oleh  Penuntut  Umum  maupun

Terdakwa;

  Hakim-Hakim Anggota :                          Hakim Ketua Majelis,                   
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

        TONY PRIBADI, SH., MH                 SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH., MH.

         Dr. FAUZAN, SH.,MH  

Panitera Pengganti,

                                  JAMSON SIRINGO RINGO, SH.,MH
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